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RESUME  

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PHPL PADA IUPHHK-HT PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA 

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Sertifikasi Akreditasi  

- Nomor 

- Masa Berlaku 

 

: 

: 

 

LPPHPL-019-IDN 

27 September 2016 s.d. 26 September 2020 

c. Alamat Kantor 

- Pusat 

 

- Cabang 

 

: 

 

: 

 

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO 

Jl Ir H Juanda - Bandara 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir. Kurnia, IPU 

(Direktur PT Trustindo Prima Karya) 

f. Standar Acuan Audit 

yang Digunakan 

: 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Susunan Tim Audit :  

  

No. Nama Fungsi/Jabatan 

1. Ir. Wasis Kuncoro Auditor PHPL bid. Sosial merangkap Ketua Tim Audit (KTA) 

2. Ir. Harijadi Auditor PHPL bid. Prasyarat  

3. Suharyo Widyatmojo, S Hut Auditor PHPL bid. Produksi 

4. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si Auditor PHPL bid. Ekologi  

5. Bayu Satria Pramana, S Hut Auditor VLK Hutan & Magang Auditor PHPL bid. Ekologi 

6. Mahardika Larasati, S.Hut Magang Auditor PHPL bid. Ekologi 

 

h.   Tim Pengambil Keputusan : 

 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua) 

 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota) 

 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
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2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Permata Hijau Khatulistiwa 

b. Alamat Kantor  : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, 

Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan 

c. SK IUPHHK-HT : No. SK.631/Menhut-II/2010 Tanggal 11 November 2010  

Jo. No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 21 Juni 2016 

d. Luas Areal Kerja : 26.345 Hektar  

e. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

f. Pengurus Perusahaan :  

 - Komisaris  : Parlindungan Doloksaribu 

 - Direktur : Riahman Sinaga 

g. Management Representatif : Jaka Suyudiono 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan Di 

Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

2 Maret 2020 

 Dilakukan dengan instansi :  
a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar. 
b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh 

Bpk. Abdul Cholik. 
 Hasil koordinasi dibuatkan laporannya 

termasuk saran dan masukan yang 
diperoleh. 
 

2. Konsultasi Publik Ruang Pertemuan 

Desa Mawai Indah, 

Kec. Batu Ampar, 

Kab. Kutai Timur, 

3 Maret 2020 

 Pertemuan konsultasi publik dilaksanankan 

di BPU Mawai Indah tanggal 3 Maret 2020. 

 Saran dan masukan telah dicatat dan 

diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat 

penilaian lapangan. 

 Pada masing-masing pertemuan dibuatkan 

BA Pertemuan yang dilengkapi dengan 

Daftar Hadir. 

 

3. Pertemuan 

Pembukaan 

Ruang Meeting  

PT  Permata Hijau 

Khatulistiwa, 

3 Maret 2020 

 Dihadiri oleh MR PT  Permata Hijau 

Khatulistiwa beserta personil 

penanggungjawab kegiatan terkait. 

 UM telah memahami terkait tujuan, dan 

menyatakan setuju  

 Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan 

sesuai yang direncanakan.  

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA. 

 

4. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Areal IUPHHK-HTI  

PT Permata Hijau 

Khatulistiwa, 

4 – 7 Maret 2020 

 Melaksanakan pengumpulan data/bukti 

audit berupa dokumen dan fisik hasil 

kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria 

audit yang digunakan dan menetapkan 

penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 5 (lima) 

tahun terakhir, pengambilan sample 

fisik/hasil kegiatan di lapangan dan 

wawancara pada seluruh kriteria penilaian 

yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, 

Sosial dan VLK Hutan. 

 Hasil audit dicatat dengan menggunakan 

Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit 

Lapangan  



 
 

Halaman 4 dari 54 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

5. Pertemuan 

Penutupan 

 

Ruang Meeting PT 

Permata Hijau 

Khatulistiwa, 

8 Maret 2020 

 Tim Audit memaparkan hasil audit berupa 

temuan kesesuaian dan temuan 

ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi 

persetujuan auditee. 

 Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria 

produksi 3 verf), Tim Audit menerbitkan 

LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan 

diselesaikan oleh auditee paling lambat 

tanggal 16 Maret 2020. 

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 

 

6. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di Daerah 

sesudah penilaian 

lapangan 

Samarinda, 

9 Maret 2020 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 

lapangan kepada instansi :  
a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar. 
b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh 

Bpk. Antonci Leo. 

 

7. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

30 Maret 2020 

Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 

1. Terhadap LKS yang diterbitkan,  

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah 

menindaklanjuti dan menyelesaikan 

tindakan perbaikan secara memadai, 

sehingga tidak terdapat verifier bobot 

Dominan bernilai Buruk atau verifier 

standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 

2. PT Permata Hijau Khatulistiwa dinilai 

LULUS  Penilaian Kinerja PHPL dengan 

Nilai Akhir Kinerja mencapai 81,82% 

tanpa ada verifier bobot Dominan (D) 

bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar 

VLK. 

3. Tim Pengambil Keputusan 

merekomendasikan bahwa kepada PT 

Permata Hijau Khatulistiwa dapat 

diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (S-PHPL). 
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4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.1 
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen 

legal dan administrasi tata 

batas (PP, SK IUPHHK-

HTI, BukuTBT, Peta TBT) 

 

 

CD 

 

Baik 

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor 

lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan 

tata batas yang telah dilakukan, dengan uraian justifikasi sebagai 

berikut. 

Dokumen legal yang tersedia di lapangan (Base Camp PT PHK) 

sebagai berikut : 

1. Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.631/ 

Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010 tentang 

Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Buana Inti Energi Seluas 

± 26.345 Ha di Kabupaten Kutai Timur dan lampiran Peta 

Areal Kerja IUPHHK-HT PT Buana Inti Energi Skala 1 : 

100.000, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Bpk. 

Zulkifli Hasan); 

2. Terdapat Keputusan BKPM Nomor : 1/1/IUPHHK-

PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. SK.631/Menhut-

II/2010 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Buana 

Inti Energi Seluas ± 26.345 Ha di Kabupaten Kutai Timur; 

3. Terdapat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman 

Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1625/ 

LINGK/BPPMD-PTSP/VIII/ 2016 tanggal 29 Agustus 2016 

tentang Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen AMDAL 

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 

Tanaman Industri Luas Areal ± 26.345 Ha dari PT Buana Inti 

Energi kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan 

Penambahan Pengelolaan dan Pemantauan Kebakaran 

Hutan dan Lahan; 

Ketersediaan administrasi tata batas di kantor lapangan (Base 

Camp PT PHK) lengkap sesuai dengan tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas, yaitu Laporan Tata Batas (TBT) No. 19/ 

BPKH.IV/IUPHHK/2018, yang berjudul Laporan Hasil Penataan 

Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa, 

IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya , IUPHHK-HA PT Kiani Lestari 

Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. 

Selain itu terdapat kelengkapan izin usaha PT Permata Hijau 

Khatustiwa, sebagai berikut : 

1. Terdapat Akte pendirian perusahaan Nomor: 98 tanggal 18 

Februari 2010 oleh Notaris Robert Purba, SH dan telah 

mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12864.AH.01.01 Tahun 2010 

tanggal 12 Maret 2010; 

2. Terdapat Akte perubahan terakhir Nomor :09 tanggal 09 

Oktober 2017 Notaris Meliana Miensye Hambali, SH. ;dan 

telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0021031.AH.01.02 

Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017; dengan susunan 

pengurus perusahaan sebagai berikut : 

a. Komisaris : Parlindungan Doloksaribu; 

b. Direktur  : Ir. Riahman Sinaga 

3. Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120000941871 

dengan alamat Jl. Syarifudin Yoes No. 68A-68B, Kel, 

Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan 

Prop Kalimantan Timur; 

4. Terdapat NPWP : 02.991.961.0-011.000 dengan alamat Jl. 

Syarifudin Yoes No. 68A-68B, Kel, Sepinggan Baru, Kec. 

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Prop Kalimantan Timur. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

 

 

D 

 

Baik 

Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HT PT Permata 

Hijau Khatulistiwa SUDAH TEMU GELANG atau 100 % sesuai 

dengan Laporan Tata Batas (TBT) Nomor : 19/BPKH.IV/IUPHHK/ 

2018, dan hasil laporan tersebut diketahui bahwa realisasi batas 

luar areal kerja sepanjang 110.256,46 Meter atau seluas 

24.940,42 Ha.  

Realisasi penataan batas areal tersebut sebagian besar adalah 

kegiatan Rekonstruksi Batas dengan rincian sebagai berikut : 

1. Rekonstruksi batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT 

Kiani Lestari sepanjang 21.516,82 Meter (mengikuti TBT No. 

1164 Tahun 1996); 

2. Rekonstruksi batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT 

Suya Hutani Jaya sepanjang 25.780,80 Meter (mengikuti 

Laporan No. IV-2/PP/1999); 

3. Rekonstruksi batas dengan batas TN. Kutai sepanjang 

6.568,38 Meter (mengikuti BATB tanggal 24 Desember 

2003); 

4. Rekonstruksi batas fungsi Kawasan berupa batas HP/APL 

berupa batas alam (Hilir S. Sedulang – Hilir S. Benasar) 

sepanjang 9.571,87 Meter (mengikuti BATB tanggal 01 

Desember 2000). 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Namun realisasi penataan batas areal luar IUPHHK-HTI PT 

Permata Hijau Khatulistiwa diatas belum bias diterbitkan SK. 

Pengukuhan atau Penetapan Areal Kerja oleh Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, karena sesuai dengan penjelasan MR 

(auditee) diketahui bahwa didalam areal kerja PT Permata Hijau 

Khatulistiwa terdapat APL yang merupakan eks. Desa HTI – 

Transmigrasi (Desa Mawai Indah dan Desa Himba Lestari) yang 

pada awal berdirinya pada tahun 1993 ber-status Hutan Produksi 

(HP) yang dikelola oleh HTI-Trans PT Kiani Hutani Lestari (sudah 

dicabut SK-nya tahun 2000). 

Kemudian sesuai dengan Permenhut Nomor : SK.718/Menhut-

II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penunjukan Kawasan 

Hutan Produksi di Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 

maka kedua wilayah Desa tersebut statusnya beralih fungsi yaitu 

dari kawasan HP menjadi APL seluas ± 632 Ha. Sebagai tindak 

lanjut dari perubahan fungsi tersebut maka oleh BPKH Wilayah IV 

Samarinda menerbitkan dokumen Instruksi Kerja Nomor : INS.15/ 

BPKH.IV/PKH/UM/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang 

Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga Dalam Areal Kerja IUPHHK-HT 

PT Mahakam Persada Sakti dan IUPHHK-HT PT Permata Hijau 

Khatulistiwa Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Hilir 

Sungai Sedulang dan Hilir Sungai Mendasar Besar Di Kabupaten 

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dimana Intruksi Kerja 

tersebut telah menghasilkan kegiatan Pemacangan Sementara di 

lapangan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda dan dituangkan ke 

Berita Acara Pelaksanaan Pemacangan Batas Sementara yang 

dibuat pada tanggal 20 Maret 2017. 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak 

atas eksistensi areal 

IUPHHK kawasan hutan 

(BATB) 

 

 

CD 

 

Baik 

Berdasarkan veriikasi dokumen BATB yang menjadi bukti 

pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Luar IUPHHK-HTI PT 

Permata Hijau Khatulistiwa pada bulan Agustus – September 

2017, maka diketahui para pihak yang terlibat kegiatan penataan 

batas di lapangan meliputi : 

1. Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur sebagai 

PembimbingTeknis; 

2. BPKH Wilayah IV Samarinda sebagai Tim Supervisi; 

3. Kecamatan Batu Ampar sebagai Pendamping; 

4. Desa Mawai Indah sebagai Pendamping; 

5. Desa Himba Lestari sebagai Pendamping; 

6. PT Permata Hijau Khatulistiwa sebagai saksi; 

7. PT Mahakam Persada Sakti sebagai saksi; 

8. PT Surya Hutani Jaya sebagai saksi; 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Keterlibatan para pihak tersebut diatas menandakan bahwa 

eksistensi areal IUPHHK-HT PT Permata Hijau Khatulistiwa pada 

Kawasan hutan produksi telah mendapat pengakuan dari para 

pihak diatas. 

Namun selama Perusahaan melakukan kegiatan di lapangan 

sesuai dengan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 2018 dan 2019 yang 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur, terdapat kendala di lapangan, yaitu klaim lahan dari 

masyarakat sekitarnya yang berasal dari Desa. Transmigrasi 

(Desa Mawai Indah dan Desa Himba Lestari) atau masyarakat 

pendatang dari luar, baik klaim lahan dari Kelompok Tani maupun 

Perorangan. 

Lokasi klaim lahan oleh masyarakat setempat tersebut berada di 

kiri-kanan jalan kabupaten (aspal) yang melalui areal kerja 

perusahaan yang diperuntukan menjadi areal Tanaman 

Kehidupan  (seluas 2.544 Ha) dan sebagian lagi klaim lahan 

berada di kawasan hutan yang diperuntukan untuk Tanaman 

Pokok (seluas 3.233 Ha). 

Terdapat upaya Bagian CD-SSL PT Permata Hijau Khatulistiwa 

untuk menyelesaikan klaim lahan atau konflik batas dari tahun 

2016 hingga tahun 2019, dan hasilnya terdapat penurunan luas 

konflik, yaitu : 

1. Tahun 2016 konflik awal seluas 5.777 Ha; 

2. Tahun 2017 sisa konflik seluas 5.592 Ha; 

3. Tahun 2018 sisa konflik seluas 4.064 Ha; dan  

4. Tahun 2019 sisa seluas konflik seluas 3.981 Ha. 

Upaya perusahaan dilakukan terus menerus untuk mengajak 

masyarakat setempat yang menguasai lahan yang belum 

produkstif (seperti kebun karet, sawit dan lainnya) untuk dapat 

mengikuti program PHBM (Pembangunan Hutan Bersama 

Masyarakat) dari perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang 

Perhutanan Sosial. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak 

ada perubahan fungsi 

maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable. 

 

CD 

 

Baik  

Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit PT Permata Hijau 

Khatulistiwa Skala 1 : 100.000 yang disetujui oleh Direktorat 

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai 

suratnya dengan Nomor : S.37/IPSDH/PSDH/PLA/6/2018 tanggal 

29 Juni 2018, maka diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-

HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa terdapat perubahan fungsi 

Kawasan yaitu dari Hutan Produksi (HP) menjadi Areal 

Penggunaan Lain (APL) seluas 631 Ha. 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 Perubahan fungsi Kawasan tersebut sesuai dengan Permenhut 

Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 

tentang Penunjunkan Kawasan Hutan Produksi di Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada 

tahun 2017 oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa dilakukan Revisi 

RKUPHHK-HTI Untuk Periode Tahun2012 s/d 2021 yang telah 

mendapat persetujuan dari KemenLHK sesuai SK. Revisi 

RKUPHHK-HTI Nomor : SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/ 

HPL.1/4/2017, tanggal  27 April 2011. 

Sesuai dengan justifikasi verifier 1.1.2 maka diketahui bahwa APL 

yang berada di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Permata Hijau 

Khatulistiwa merupakan areal pemukiman (SP) Transmigrasi 

yaitu SP III (Desa Mawai Indah) dan SP IV (Desa Himba Lestari), 

dan pada Buku Revisi RKUPHHK-HTI PT Permata Hijau 

Khatulistiwa pada Tabel Rencana Penataan Ruang Areal IUPHHK-

HTI Periode 2012-2021 menjadi Areal Tidak Efektif seluas 987 

Ha. 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan 

diluar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan 

maka verifier ini 

menjadiNot Aplicable). 

 

 

CD 

 

Sedang 

Berdasarkan verifikasi dokumen atau data penggunaan Kawasan 

di luar sektor kehutanan yang tersedia selama 4 (empat) tahun 

terakhi rmaka diketahui penggunaan kawasan oleh masyarakat 

setempat adalah kebun karet, kelapa sawit dan sahang, dan hasil 

identifikasi lahan di kiri-kananjalanaspalsebagaiberikut : 

1. Kebun Karet seluas 613,8 Ha; 

2. Kebun Sawit seluas 959,9 Ha; 

3. Kebun lainnya (Sahang dll.) seluas 119,0 Ha 

Terdapat upaya Bagian CD-SSL PT Permata Hijau Khatulistiwa 

melaporkan Konflik Lahan kepada Kepala Dinas Kehutanan Cq. 

KPHP Bengalon di Kutai Timur, sesuai Surat Estate Manager 

Nomor : 02/PHK/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, dimana pada 

laporan tersebut manyampaikan sisa luas konfliklahan s/d tahun 

2019 yaitu seluas± 4.093 Ha, yang terdiridari : 

1. Luas Tanaman Kehidupan seluas ± 2.642 Ha 

2. Luas Tanaman Pokok seluas ± 1.451 Ha 

Namun upaya mendata dan melaporkan penggunaan Kawasan di 

luar sector kehutanan belum mengacu Perdirjen PHPL Nomor 

:P.05/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pemetaan Potensi Konflik dan 

Resolusi Konflik, yang dilaporkan per semester atau 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun RKT yang disampaikan  kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI 

Samarinda. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (17/18) 100% = 94,44% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 



 
 

Halaman 10 dari 54 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi dan 

tujuan perusahaan yang sesuai 

dengan PHL 

 

 

D 

 

Baik 

Keberadaan dokumen Visi dan Misi PT Permata Hijau 

Khatulistiwa telah ditetapkan melalui SK. Dreksi Nomor : 

SK/001/PHK/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Visi, 

Misi dan Tujuan Perusahaan, dan Visi dan Misi yang 

ditetapkan sesuai dengan kerangka PHPL, artinya PT Permata 

Hijau Khatulistiwa dalam operasionalnya memperhatikan 

prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan 

dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, 

kelestarian ekologi dan kelestarian social berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

 

 

D 

 

Baik 

Keberadaan Visi,Misi dan Tujuan PT Permata Hijau 

Khatulistiwa yang ditetapkan Direksi pada bulan November 

2016 telah dilakukan Sosialisasi kepada level karyawan di 

lapangan (Base Cam) pada saat Estate Manager mengadakan 

Briefing Pagi sebelum bekerja dan pada pertemuan internal, 

selain itu di kantor lapangan ditemukan banner yang berisi 

Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang dibaca oleh karyawan 

yang bekerja di PT Permata Hijau Khatulistiwa. 

Selain itu Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan PT Permata Hijau 

Khatulistiwa dilakukan kepada masyarakat setempat dari Desa 

Mawai Indah (SP III) dan Desa Himba Lestari (SP IV) yang 

dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi RKTUPHHK-HT 

Tahun 2016, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan dituangkan ke 

Berita Acara Sosialisasi Terpadu yang dilengkapi Daftar Hadir. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

 

 

D 

 

Sedang 
Berdasarkan verifikasi dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 

2018 dan 2019, serta hasil observasi lapangan dari seluruh 

criteria penilaian PHPL (produksi, ekologi dan sosial) maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi PHL hanya sebagian 

yang sesuai dengan Visi ,Misi dan Tujuan PT Permata Hijau 

Khatulistiwa yang ditetapkan oleh Direksi pada bulan 

November 2016. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (10/12) 100 % = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga professional 

bidang kehutanan di lapangan pada 

setiap bidang kegiatan pengelolaan 

hutan sesuai ketentuan yang 

berlaku 

 

 

CD 

 

Baik 

Keberadaan Ganis PHPL professional untuk mendukung 

operasional PT Permata Hijau Khatulistiwa yang memiliki luas 

± 26.345 Ha, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-

IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015, seperti pada Tabel 

berikut. 

Ganis 

PHPL 
Luas  25.000 Ha 

s/d 50.000 Ha *) 

PT PHK 

Luas ± 42.050 

Ha 

Keterangan 

KURPET 1 1 Terpenuhi 

CANHUT 2 2 Terpenuhi 

NENHUT 2 2 Terpenuhi 

BINHUT 2 2 Terpenuhi 

PKB-R 2 2 Terpenuhi 

Jumlah 9 9  

*) Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

 

 

D 

 

Baik 

Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi training PT. 

Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2016, 2017, 2018 dan 

2019 maka diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun tersebut 

perusahaan telah melaksanakan training secara internal 

maupun eksternal untuk peningkatan kompetensi SDM dan 

realisasi rata-rata per tahun, yaitu 92,5 % dari rencana sesuai 

kebutuhan. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

 

 

D 

 

Baik 

Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian SDM 

atau ketenagakerjaan di Kantor lapangan (Base Camp KM 16) 

PT. Permata Hijau Khatulistiwa, maka diketahui bahwa 

dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, dan jenis 

dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki tersebut meliputi : 

1. Kumpulan Peraturan Perundangan tentang 

Ketenagakerjaan 

2. Peraturan Perusahaan 

3. SK. Gubernur tentang Keputusan Upah Minimum 

Regional (UMR). 

4. Laporan Kepesertaan BPJS 

5. Laporan Bulanan Tenaga Kerja 

6. Laporan Bulanan Tenaga Teknis 

7. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

8. Kumpulan SOP tentang Ketanagakerjaan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (15/15)100% = 100,00% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan 

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1 

Kelengkapan unit kerja perusahaan 

dalam kerangka  PHPL 

 

 

D 

 

Sedang 

Terdapat Struktur Organisasi PT Permata Hijau Khatulistiwa 

sesuai dengan SK Direksi Nomor : 029/DIR/PHK/X/2016 

tanggal 31 Oktober 2016, dan Job Description setiap jabatan. 

Setelah dilakukan telaahan dan croscek dengan daftar 

karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2019, maka 

ditemukan beberapa hal yaitu : 

1. Terdapat 8 jabatan yang masih kosong; 

2. Terdapat 5 Ganis PHPL yang tidak memiliki jabatan dan 

tidak termasuk Daftar Karyawan; 

Sehingga Struktur Organisasi dan Job Description yang 

dimiliki PT Permata Hijau Khatulistiwa hanya sebagian yang 

sesuai dengan kerangka PHPL. 

1.4.2 

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

 

 

CD 

 

Baik 

Terdapat daftar peralatan elektronik untuk mendukung 

pelaksanaan Sistim Informasi Manajemen (SIM) di lapangan, 

dan sesuai dengan SK. Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa 

Nomor :028/DIR/PHK/XI/2016 tanggal 07 November 2016 

tentang Penunjukan Tim Pengelola SIM, yaitu kepada : 

1. Sdr. Widodo Sutikno sebagai Koordinator Tim  di HO 

Baikpapan; 

2. Anggota Tim terdiri dari : 

a. Sdr. Hadi Purnomo Ben Slamet di HO Balikpapan; 

b. Sdr. Ahmad Sidiq di Site yang menjabat Asisten 

HSE; 

c. Sdr. Willianto di HO Balikpapan 

Sehingga Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia di 

lapangan (Kantor/Base Camp). 

 

1.4.3 

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

 

 

D 

 

Sedang 

Keberadaan SPI/Internal Audit di PT Permata Hijau 

Khatulistiwa sesuai dengan SK. Direksi Nomor : 

046/DIR/PHK/XI/2016 tanggal 07 November 2016 tentang 

Penunjukan SPI, yaitu kepada : 

 

1. Sdr. Jevri A.T sebagai Ketua Tim di HO Balikpapan 

2. Anggota Tim terdiri dari : 

a. Sdr. Suherman Bin Ruska di Site sebagai Mandor 

Store; 

b. Sdr. Al Muttaqin di Site sebagai Mandor Store; dan  

c. Sdr. Alimudin Mansyur di Site sebagai Asst 

Accounting. 

Terdapat Laporan Kinerja SPI/Internal Audit berupa Berita 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Acara Stock Opname yang dilakukan terhadap stok barang di 

Gudang Spare Part, Logistik dan Pupuk, yang dilaksanakan 

setiap akhir bulan sebagai hal yang rutin dilakukan. Sedang 

laporan SPI yang mengontrol seluruh kegiatan usaha untuk 

membangun HTI belum dilakukan. 

Sehingga keberadaan SPI/Internal audit belum berjalan 

dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, 

dan kinerja SPI belum mengacu kepada SOP Nomor :001-

PHK-SPI-SOP tanggal 07 Januari 2019 tentang SPI/Internal 

Audit, yang telah ditetapkan. 

1.4.4 

Keterlaksanaan tindak koreksi 

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

 

 

D 

 

Baik 

Sesuai dengan verifikasi dokumen hasil pertemuan bulanan 

yang dilaksanakan di HO Balikpapan dalam rangka membahas 

Bisnis Issue Unit HTI yang dikelola (termasuk PT Permata 

Hijau Khatulistiwa), maka diketahui bahwa selama operasional 

terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen 

yang konsisten berdasarkan hasil pertemuan Bisnis Issue Unit 

yang dapat dijadikan sebagai pertemuan Monitoring dan 

Evaluasi kegiatan Pembangunan HTI berbasis PHPL. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) 100% = 77,77% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 1.5. 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses dan 

diseminasiisi kandungannya 

 

 

CD 

 

Sedang 

Terdapat kegiatan Sosialisasi RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 

2018 dan 2019 PT Permata Hijau Khatulistiwa kepada Desa 

Mawai Indah dan Desa Himba Lestari yang wilayahnya 

terkena dampak langsung dari operasional perusahaan, 

namun berdasarkan hasil observasi lapangan dan konsultasi 

public maka diketahui bahwa kegiatan Sosialsiasi RKTUPHHK-

HTI tersebut sifatnya konsultasi, karena ada beberapa hal 

yang mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat belum 

dapat diselesaikan atau disetujui oleh perusahaan, karena 

masih dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Kecamatan 

dan KPHP Bengalon yang menjadi wakil dari Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

 

 

D 

 

Baik 

Sesuai dengan verifikasi dokumen Laporan TBT Nomor 

:19/BPKH.IV/IUPHHK/2018, maka terdapat dokumen Berita 

Acara Pelaksanaan Tata Batas yang dibuat oleh Tim Penataan 

Batas yang terdiri dari para pihak yaitu : 

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

Pembimbing Teknis 

2. BPKH Wilayah Samarinda sebagai Tim Supervisi 

3. Kecamatan Batu Ampar sebagai Pendamping 

4. Desa Mawai Indah sebagai Pendamping, sudah di 

wawancarai 

5. Desa Himba Lestari sebagai Pendamping 

6. PT Permata Hijau Khatulistiwa sebagai saksi 

7. PT Mahakam Persada Sakti sebagai saksi 

8. PT Surya Hutani Jaya sebagai saksi. 

Sehingga Persetujuan dalam proses tata batas IUPHHK-HTI 

PT Permata Hijau Khatulistiwa yang melibatkan para pihak 

sesuai dengan dokumen Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas 

yang dibuat pada tanggal 20 September 2017. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

 

 

D 

 

Sedang 

Terdapat kegiatan Sosialisasi CD/CSR PT Permata Hijau 

Khatulistiwa pada tahun 2016, 2018 dan 2019 yang tergabung 

dengan sosialisasi RKTUPHHK-HTI kepada Desa Mawai Indah 

(SP III) dan Desa Himba Lestari (SP IV), namun persetujuan 

dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para 

Pihak, karena mekanisme pemberian CSR/CD dibuat oleh 

Bagian CD-SSL berupa Project Plan per tahun disalurkan 

kepada masyarakat setempat melalui pengajuan Proposal 

kepada Pimpinan Perusahaan, sehingga ada kemungkinan 

tidak proposal tidak disetujui dengan persentase 50 % dan 

disetujui dengan persentase 50 %. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

 

 

D 

 

Sedang 

Terdapat kegiatan sosialisasi Kawasan lindung PT Permata 

Hijau Khatulistiwa pada tahun 2016, 2018 dan 2019 yang 

tergabung dalam sosialisasi RKTUPHHK-HTI kepada Desa 

Mawai Indah (SP III) dan Desa Himba Lestari (IV), namun 

berdasarkan observasi lapangan dari auditor Ekologi kelokasi 

Kawasan lindung, ditemukan tumpukan kayu ulin hasil 

perambahan hutan di Kawasan Lindung (DPSL). 

Sehingga persetujuan dalam proses penetapan Kawasan 

lindung hanya dari sebagian para pihak, karena hanya Pihak 

perusahaan saja mengetahui Kawasan lindung tersebut, 

sehingga perlu dilakukan Sosialisasi Kawasan Lindung dengan 

melibatkan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 

KPHP Bengalon dan Taman Nasional Kutai sebagai naras 

sumber. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) 100% = 77,77% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 
plan) yang telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang  

 

D Baik PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen rencana 

jangka panjang (management plan) yang digunakan pada 

periode audit berupa : 

- RKUPHHK-HTI untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) 

Tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT 

Buana Inti Energi dan Lampiran Peta RKU skala 1 : 

50.000. RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri 

Kehutanan melalui SK. Nomor : SK.86/VI-BUHT/2012 

tanggal 17 Desember 2012 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 

2012-2021 atas nama PT Buana Inti Energi di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

- Revisi dokumen RKUPHK-HTI periode 2012 – 2021 

atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa dan 

Lampiran Peta Revisi RKU skala 1 : 50.000. Revisi 

RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tgl. 27 

April 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2012-2021 

atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Berdasarkan informasi BPHP Wilayah XI Samarinda 

diketahui bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak 

dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

 

 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

 

D Sedang Terdapat rencana penataan areal kerja pada RKUPHHK-HT 

dengan Rencana Penataan Areal Kerja sesuai dengan 

RKUPHHK-HTI untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun 

Periode Tahun 2012-2021. 

Berdasarkan keberadaan lampiran peta RKUPHHK-HTI 

didapatkan telaah : 

- Implementasi PAK RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 

(2016/2017) didapatkan kesesuaian dengan Revisi 

RKUPHHK-HTI (Tahun 2017), rencana TP Tahun 

2016/2017 pada Blok I (5.338 Ha) dan realisasi pada 

Blok I (5.338 Ha). 

- Implementasi PAK RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 

sesuai keberadaan dokumen belum dapat diverifikasi 

keberadaanya, diketahui masa waktu RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2017 sudah habis pada pelaksanaan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (2016/2017) yaitu per 

31 Desember 2017. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Implementasi PAK RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, 

terdapat sebagian kesesuaian dengan Revisi 

RKUPHHK-HTI (Tahun 2017), rencana Tahun 

2017/2018 pada Blok II (5.536 Ha) dan realisasi pada 

Blok I, II, dan III (9.274,1).  

- Implementasi PAK RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 

terdapat sebagian kesesuaian dengan Revisi 

RKUPHHK-HTI (Tahun 2017), rencana Tahun 

2018/2019 pada Blok III (5.458 Ha) dan realisasi 

pada Blok I dan II (7.963,1 Ha). 

- Implementasi PAK RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 

terdapat sebagian kesesuaian dengan Revisi 

RKUPHHK-HTI (Tahun 2017), rencana sesuai RKU 

seyogyanya tidak terdapat penataan areal kerja yang 

telah diselesaiakan pada periode RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2016/2017, 2018, dan 2019. 

Berdasarkan telaah didapatkan implementasi penataan 

areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) sebagian 

sesuai dengan RKUPHHK. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

 

CD Sedang Berdasarkan observasi lapangan secara random sampling 
dan verifikasi menggunakan softwere PDF maps  

diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan petak 

RKTUPHHK-HTI Tahun Tahun 2016/2017, 2018, 2019, 

dan 2020 dilapangan sebesar 83,33% (>50%) tanda batas 

blok dan petak sampling keberadaanya terlihat jelas 

dilapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/15 ) 100% = 80,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

 

INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu  

pada Setiap Tipe Ekosistem  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

 

D Baik PT Permata Hijau Khatulistiwa sesuai PermenLHK No. 

P11/MenLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2019 tanggal 21 Maret 

2019  tidak wajib melaksanakan IHMB karena hanya 

menerapkan satu sistem silvikultur yaitu THPB. 

PT Permata Hijau Khatulistiwa belum memiliki data 

potensi berdasarkan PHI karena belum terdapat tanaman 

yang mencapai umur 5 tahun, namun PT Permata Hijau 

Khatulistiwa telah memiliki data potensi berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan MRI. 

Data potensi tegakan didapatkan atas pelaksanaan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

inventarisasi/ cruising kayu alam pada areal penyiapan 

lahan 3 (tiga) tahun terakhir dengan kondisi : 

- Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada areal seluas 

463,72 Ha dengan potensi tegakan sebesar 894,94 

m3 atau 1,93 m3/Ha. 

- Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 pada areal seluas 

9.475,10 Ha dengan potensi tegakan sebesar 

17.741,12 m3 atau 1,87 m3/Ha. 

- Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 pada areal seluas 

3.961,2 Ha dengan potensi tegakan sebesar 

17,268,17 m3 atau 4,36 m3/Ha. 

Dapat diverifikasi keberadaan peta kerja berupa desain 

plot skala 1:50.000 pada pelaksaaan cruising 3 tahun 

terakhir. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

 

CD Sedang PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki informasi 

riap tegakan tanaman berdasarkan pelaksanaan MRI yaitu 
PMA 18 Bulan dan PMA 30 Bulan. Dapat diketahui nilai 

mean annual increment (MAI) rata-rata sebesar 21,1 

m3/Ha/Yr.  

Diverifikasi bahwa pelaksanaan perhitungan riap tegakan 

oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa belum dilaksanakan 

sesuai pedoman yang dimiliki yaitu SOP Permanen 

Sample Plot No. 005-PHK-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 

Desember 2016. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self  JTT Berbasis Data Potensi 

dan Kondisi Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

 

CD Buruk Pada pelaksanaan audit sertifiaksi PHPL tidak didapatkan 

bukti upaya analisa riap tegakan pada periode 5 tahun 

terakhir. Namun, PT Permata Hijau Khatulistiwa belum 

melaksanakan pelaporan analisa riap PUP kepada Badan 

Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut 

No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 10. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (09/12 ) 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

 

D Baik Berdasarkan telaah ketersediaan SOP sistem sillvikultur 

yang diterapkan yaitu THPB, dapat diverifikasi keberadaan 

SOP Tahapan Sistem Silvikultur THPB telah tersedia 

Lengkap dan secara umum telah memenuhi prinsip yang 

tercantum dalam Lampiran 4 Perdirjen BPK Nomor : 

P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

D Sedang Pada periode audit Sertifikasi dapat diverifikasi terdapat 

implementasi sebagaian SOP Tahapan Sistem Silvikultur, 

dengan kondisi : 
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VERIFIER 

NILAI 
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VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Silvikultur  

 

a. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan PAK pada Et-0, Dapat diverifikasi penandaan 

plang RKTUPHHK-HT dan penandaan patok petak. 

Namun demikian, penandaan belum seluruhnya 

sesuai SOP yang dimiliki sesuai dengan SOP Tata 

Ruang Hutan Tanaman Industri No. 013-PHK-PLN-

SOP Rev. 1 tgl. 02 Januari 2020. 

b. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan risalah hutan berupa pelaksanaan risalah 

hutan yaitu pelaksanaan PMA umur 6 Bulan, 18 

Bulan dan 30 Bulan. Diverifikasi tidak terdapat 

pelaksanan PMA umur 12 Bulan sesuai SOP 

Inventarisasi Hutan Tanaman No. 006-PHK-PLN-SOP 

Rev. 0 Tgl. 01 Desember 2016. 

c. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan PWH berupa pembuatan jalan dan 

pemeliharaan jalan.  

a. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan pengadaan bibit berasal dari persememaian 

central (group). Dapat diverifikasi proses pengadaan 

bibit dilakukan melalui stek dan biji sesuai SOP 

Operasi Pembibitan (Acacia Seedling) No. 001- PHK-

NSY-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016, SOP 

Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling) No. 002- 

PHK-NSY-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016 dan 

SOP Pembibitan Acacia Mangium No. 003-PHK-NSY-

SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. 

b. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan penyiapan lahan berupa dengan sistem 

rumpuk tanpa bakar. Dapat diverifikasi pelaksanaan 

penyiapan lahan pada Petak B044 dan B046 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2020. 

c. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan penanaman sesuai dengan verifikasi 

lapangan sesuai sample pada Petak G044 (umur 6 

Bulan), Petak C436 (Tanam Bulan Umur 17 Bulan), 

dan Petak F006 (Umur 31 Bulan). 

d. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan pemeeliharaan tanaman pada RKTUPHHK-

HTI Tahun 2016/2017, 2018, dan 2019. Diverifikasi 

terdapat keterlambatan pemeliharaan yaitu WR4 pada 

petak tanaman tahun 2019. Informasi terdapat 

kendala pada pengadaan tenaga kerja. 

e. PT Permata Hijau Khatulistiwa belum melaksanakan 

kegiatan pemanenan kayu tanaman dikarenakan 

belum terdapat tanaman yang mencapai umur daur 

(6 tahun). Namun demikian, terdapat realisasi panen 

kayu alam pada areal penyiapan lahan untuk 

pembangunan HTI sesuai SOP Panen Kayu Alam No. 

002-PHK-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016.   

f. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan 

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berupa pemasangan plang larangan dan himbauan 

pemasangan Plang Larangan merambah/ membuka 

lahan, menebang pohon, Berladang/ berkebun, 

Mendirikan Bangunan, Berburu Satwa, dan Meracuni 

Perairan. Disamping itu, dapat diverifikasi Satpam PH 

dan Pos Penjagaan atas Areal PT Permata Hijau 

Khatulistiwa. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

 

 

D 

 

Baik 

Pada pelaksanaan audit diverifikasi bahwa belum terdapat 

pelaksanaan pre harvesting inventory. Hal tersebut 

dikarenakan belum terdapat tegakan tanaman yang 

berumur 5 Tahun. 

Potensi Tegakan sebelum masak tebang didapatkan dari 

proyeksi hasil pelaksanaan mid rotary inventory pada 

pelaksaaan PMA dengan nilai mean annual increment 

rata-rata 21,1 m3/Ha/Yr sehingga proyeksi potensi tegakan 

didapatkan 126,6 m3/Ha (≥ 120 m3/Ha) pada umur 6 

Tahun. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

 

 

CD 

 

Sedang 

Berdasarkan wawancara dan verifikasi dokumen 

diverifikasi pada PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 

permudaan tanaman yang telah ditanam mulai dari Tahun 

2016, 2017, 2018, 2019. 

Berdasarkan pelaksanaan PMA Periode Tahun 2016 s.d. 

2019 pada umur 6 Bulan dan 18 Bulan didapatkan nilai 

jumlah permudaan tanaman permudaan rata-rata sebesar 

85% (≥75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai 

jarak tanam yang dipergunakan). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (18/21) 100% = 85,71 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan 

 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan 

Ramah Lingkungan 

 

D Baik PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki prosedur 

pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan 

sesuai dengan : 

- SOP Microplanning (Mineral Soil) No. 012-PHK-

PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. 

- SOP Microplanning No. 001-PHK-WS-SOP Rev. 0 

tgl. 01 Desember 2016 

- SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping Soil ) 

No. 005-PHK-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Desember 2016. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

 

D Sedang Berdasarkan observasi lapangan dapat diverifikasi 

terdapat penerapan tahapan kegiatan pra pemanenan 

hasil berupa micro planning dan pembuatan peta kerja 

menggunakan software arc GIS. Implementasi berupa 

peta kerja skala 1:50.000 yang memuat Lokasi TPn dan 

TPK Hutan sedangkan microplaning sesuai dengan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

keberadaan peta micro planning skala 1:5.000 yang 

dilaksanakan sebelum melaksanakan pemanenan kayu 

alam. Masih kegiatan yang belum optimal yaitu 

penandaan TPn yang belum dilaksanakan. 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD Baik PT Permata Hijau Khatulistiwa belum melaksanakan 

kegiatan pemanenan pada panen kayu tanaman, namun 

demikian terdapat pelaksanaan pemanenan pada panen 

kayu alam untuk penyiapan lahan. 

Berdasarkan uji petik perhitungan faktor eksploitasi pada 

pemanenan kayu alam didapatkan nilai faktor eksploitasi 

sebesar 0,86 (>0,70). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/15) 100% = 85,71 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self approval)  

 

CD Sedang Terdapat dokumen RKT lebih dari 50% (selama periode 

waktu penilaian) yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, diantaranya : 

1) RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT Permata Hijau 

Khatulistiwa dengan kondisi :  

a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 telah disahakan 

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. 

126./KPTS/DK-V/2016 tgl. 08 September 2016 

dilampiri peta skala 1:50.000. SK berlaku 

sampai dengan 07 September 2017. 

b. Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 melalui SK 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

sesuai SK. 25/KPTS/DK-II/2017 tgl. 13 Februari 

2017. SK berlaku sampai dengan 07 

September 2017 

c. Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 melalui SK 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

sesuai SK.440/KPTS/DK-II/2017 tgl. 14 Juni 

2016. SK berlaku sampai dengan 31 

Desember 2017. 

2) RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahakan dan 

disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui SK. SK. 26/Kpts/DK-

II/2018 tgl. 11 Januari 2018 dilampiri peta skala 

1:50.000. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 

2018. 

3) RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dengan kondisi : 
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VERIFIER 
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VERIFIER 
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VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 Tahun telah 

disahakan dan disetujui oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui 

SK. 552.110/29/Kpts/DK-II/2019 tgl. 11 

Februari 2019 dilampiri peta skala 1:50.000. 

SK berlaku sampai dengan 31 Desember 

2019. 

b. Terdapat revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 

melalui SK Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur sesuai 552.110/123/Kpts/ 

DK-II/2019 tgl. 15 Oktober 2019. SK berlaku 

sampai dengan 31 Desember 2019. 

4) RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahakan dan 

disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui SK. 552.110.1/21/Kpts/ 

DK-II/2020 tgl. 27 Januari 200. SK berlaku sampai 

dengan 31 Desember 2020. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

 

D Sedang Secara Umum terdapat peta kerja yang menggambarkan 

areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung  namun belum seluruhnya 

sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat 

yang berwenang, dengan kondisi : 

- Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 

khususnya pada TP, TK, SS, DPSL, BZHL, dan 

KPPN tidak kongruen dengan Peta Revisi 

RKUPHHK-HT periode 2012-2021, Tahun 2017. 

- Ketersediaan peta RKTUPHHK-HTI tidak lengkap 

pada periode penilaian. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebangan / 

Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam 

/ Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ buffer 

zone/ pelesta-rian plasma nutfah / 

religi /budaya / sarana prasarana 

dan Penelitian & Pengembangan) 

 

D Sedang Hasil observasi lapangan terhadap penandaan Areal Blok 

Tebangan/ Ditanam/ Dipelihara RKTUPHHK-HTI Tahun 

2015/2016, 2018, 2019 dan 2020 diverifikasi terdapat 

penandaan dengan prosentase sebesar 83,33%. 

Secara sampling atas observasi lapangan terhadap 

penandaan Kawasan Lindung ditemukan penandaan 

Sempadan Sungai Jelmuan dapat ditemukan di 

Lapangan sesuai peta kerja. Namun, masih ditemukan 

penandaan KPPN di lapangan yang seharusnya DPSL.  

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen Rencana 

Jangka Pendek  

 

D Sedang Pada periode 5 (lima) tahun terakhir belum tedapat 

panen kayu tanaman, dikarenakan belum terdapat 

tanaman yang mencapai daur. Diverifikasi terdapat 

realisasi panen kayu alam untuk penyiapan lahan dengan 

kondisi : 

- Realisasi volume tebangan total pada periode 

penilaian sebesar 2.414,6 m3 dari rencana 46.110,7 

m3 atau terealisai 5,2% (< 70%). 
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- Realisasi luas tebangan total pada periode penilaian 

sebesar 12.508,4 Ha dari rencana 27.381,2 Ha atau 

teralisasi 53,00% yang artinya  tidak melebihi luas 

yang diizinkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan 

dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

Daya Manusia 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD Buruk Dapat diverifikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan keberadaan : 

a. Laporan Keuangan 31 Desember 2017 PT Permata 

Hijau Khatulistiwa dan Laporan Auditor Independen 

oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 

62/LA/OL/VII/17 tgl. 18 Juli 2018. 

b. Laporan Keuangan 31 Desember 2018 PT Permata 

Hijau Khatulistiwa dan Laporan Auditor Independen 

oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 

0043/2.1024/AU.1/01/1119-3/1/IV/2019 tgl. 25 April 

2019 

Berdasarkan keberadaan Laporan Keuangan didapatkan 

kondisi kesehatan Finansial Perusahaan Tahun 2017 dan 

2018 : 

- Likuiditas <100% 

- Solvabilitas <100% 

- Rentabilitas Negatif 

- Catatan Kantor Akuntan Publik yaitu Wajar Tanpa 

Pengecualian. 

Secara umum belum tersedia lengkap laporan keuangan 

pada periode panilaian dan kondisi finansial perusahaan 

Tahun 2017 dan 2018 belum seluruhnya memenuhi norma 

sedang dan baik. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

 

CD Baik Berdasarkan Financial Highlights Tahun 2015 s.d. 2019 

didapatkan data rencana dan realisasi lokasi dana kelola 

hutan (perencanaan, perlindungan hutan, penanaman, 

sarana parsarana dan peralatan kerja, dan penelitian dan 

pengembangan dan pengembangan SDM). 

Realisasi dana kelola hutan terealisasi rata-rata sebesar 

108,42% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang 

seharusnya. 



 
 

Halaman 23 dari 54 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

 

CD Buruk Berdasarkan Financial Highlights Tahun 2015 s.d. 2019 

didapatkan perbedaan realisasi dana kelola hutan yang 

tidak proporsional dengan perbedaan rata-rata sebesar 

261,43%. Realisasi dana kelola hutan seyogyanya 

direalisasikan sesuai dengan rencana agar tidak terdapat 

perbedaan realisasi dana yang terlalu tinggi. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

 

CD Sedang Pada periode 5 tahun terakhir terealisasi dana kelola hutan 

untuk perencanaan, perlindungan hutan, penanaman, 

sarana parsarana dan peralatan kerja, dan penelitian dan 

pengembangan dan pengembangan SDM >80% atau Baik 

pada verifier 2.6.2. Hal tersebut menandakan bahwa 

realisasi dana lancar untuk kegiatan teknis kehutanan.  

Namun demikian, masih terdapat realisasi kegiatan teknis 

(pendanaan) yang belum sesuai tata waktunya misalnya 

kegiatan Penataan Areal Kerja sesuai RKUPHHK-HT 

seyogyanya dilaksanakan (Et-2). 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

 

D Sedang Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan dapat berupa 

tanaman yang seyogyanya telah dilaksankan seluruhnya. 

Berdasarkan Tata Ruang pada Dokumen Revisi RKUPHHK-

HTI PeriodeThaun 2012-2021 didapatkan : 

- Areal IUPHHK-HTI 

- Areal Efektif untuk Tanaman Pokok 

- Areal Efektif untuk Tanaman Kehidupan 

Sesuai degan database Landbank per 31 Januari 2020 

didapatkan nett plantable areal: 

- Tanaman Pokok seluas 14.383 Ha 

- Tanaman Kehidupan seluas 3.790 Ha 

Berdasarkan realisasi tanam sesuai dengan database 

Landbank per 31 Januari 2020, jumlah luasan yang telah 

tertanam : 

- Tanaman Pokok seluas 11.734 Ha 

- Tanaman Kehidupan seluas 3.757 Ha 

Dengan demikian, telah terealisasi penanaman tanaman 

pokok dan tanaman kehidupan rata-rata sebesar 90,36% 

dari nett plantable area, tapi belum seluruhnya. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

 

CD Sedang Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 206/2017, 

2018, 2019, dan 2020 diketahui realisasi kegiatan fisik 

penanaman pada periode penilaian (tanaman pokok dan 

tanaman kehidupan) seluruhnya  seluas 14.508 Ha dari 

rencana seluas 27.381 Ha atau terealisasi 53% (50-70%) 

dari yang seharusnya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/21) 100% = 61,90 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 3.1 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan Kawasan dilindungi 

 

D Sedang PT PHK telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk 

kawasan lindung. Luas kawasan lindung tersebut yaitu: 

Pada Dokumen AMDAL seluas 3.208 Ha, RKU Revisi 2017 

seluas 3.558 Ha, dan SK Direktur tahun2017 seluas 3.558 Ha. 

Rincial KL tersebut di lapangan ditata sesuai Dokumen RKU 

Revisi 2017, yaitu  

Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan pada Citra Satelit 

Landsat dan hasil verifikasi lapangan maka terdapat sebagian 

kondisi biofisik areal KL PT PHK yang berupa belukar tua dan 

semak belukar muda, serta tanah terbuka. 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

D Sedang Panjang batas KL yang telah ditata yaitu 334.865 meter dari 

total 487.496 meter (68,69%). Penataan tersebut berupa 

pemasangan pita tanda batas KL, pemasangan patok paralon 

berpolet merah, pemasangan papan informasi KL, 

pemasangan papan himbauan untuk menjaga dan 

melestarikan KL. Pemasangan tanda batas KL tersebut belum 

seluruhnya sesuai dokumen perencanaan dan atau SOP yang 

dimiliki oleh PT PHK. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

 

 

D Baik Berdasarkan hasil analisis terhadap peta citra landsat dengan 

liputan 1 Februari 2018, Path 117, Row 60; dan liputan 1 

Februari 2018 Path 117, Row 59; skala 1: 100.000. Peta hasil 

penafsiran tersebut disahkan pada 29 Juni 2018, penutupan 

KL PT PHK berupa hutan seluas 546 Ha, belukar tua 2.185 

Ha, Tertutup Awan 113 Ha, Semak/belukar muda 670 Ha dan 

terbuka 44 Ha. Dari keadaan tersebut PT PHK telah 

melakukan upaya penghutanan kembali dengan cara 

menyediakan stock bibit untuk pengayaan KL sebanyak 800 

batang, melakukan penanaman sebanyak 0,5 Ha pada areal 

KL 0,69014oLU dan 116,992755oBT, serta mengalokasikan 

anggaran pada Budget Overhead EHS 2020 PT PHK sebesar 

Rp. 5.000.000 untuk pengadaan bibit tanaman endemik dan 

tanaman buah. 

Hasil verifikasi lapangan memperlihatkan bahwa tutupan lahan 

sempadan sungai (SS) Jemuan Hulu terdapat belukar muda 

dan belukar tua, SS Jelmuan berupa hutan sekunder dan 

belukar muda, SS Himba Lestari berupa belukar tua dan hutan 

sekunder, serta DPSL berupa belukar tua dan hutan 

sekunder. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

 

CD Baik Parapihak yang terkait dengan kelestarian kawasan lindung PT 

PHK yaitu 1) Pemerintah Pusat, 2) Pemerintah Daerah, dan 3) 

Masyarakat Desa Sekitar. Masyarakat Desa Sekitar tersebut 

secara administratif terdri dari Masyakat Desa Mawai Indah, 

2) Desa Himba Lestari, 3) Desa Beno Harapan, 4) Desa Batu 

Timbau, dan 5) Desa Batu Balai. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Dari Desa-desa tersebut yang telah menyetujui keberadaan KL 

yaitu Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah. 

Persetujuan parapihak jika dipersentasekan yaitu mencapai 

80% (>50%). 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/land 

scaping sesuai RKL/RPL 

 

D Sedang  PT PHK di lapangan telah berupaya melakukan pengelolaan 

KL dengan areal sesuai hasil tata ruang pada dokumen 

perencanaan (RKL/RPL/RKU). Hasil penataan di lapangan 

hanya sebagian yang terdapat laporannya, seperti berita acara 

pengayaan kawasan lindung, berita acara pemasangan papan 

informasi kawasan lindung, berita acara pemasangan patok 

tanda batas kawasan lindung, dan laporan RKL RPL terkait 

penataan kawasan lindung. 

Laporan pengelolaan yang belum ada serta bukti di lapangan 

yang belum ada yaitu terkait penataan KL Overlap TNK dan BZ 

HL TNK. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (21/27) x 100 % = 77,78 %  

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.2 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada 

 

D Baik Berdasarkan dokumen revisi RKU PT PHK tahun 2017 

periode 2012-2021 dan berdasarkan kondisi di lapangan 

maka potensi gangguan yang ada di areal ini antara lain 

hama penyakit tanaman, kebakaran hutan, pencurian 

kayu, perambahan, dan perburuan satwaliar. Seluruh 

gangguan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen 

prosedur yang ada. 

3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

 

D Sedang PT PHK telah berupaya melengkapi sarana prasaran 

perlindungan gangguan hutan. Sarana prasaran tersebut 

berupa sarana prasaran SATPAMHUT (SECURITY) dan 

sarana prasaran DAMKARHUTLA. Khusus terkait sarana 

parasara DAMKARHUTLA maka belum sepenuhnya sesuai 

dengan jenis dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan, 

diantaranya dengan P.32/2016 tentang Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan. 

3.2.3 

SDM Perlindungan Hutan 

 

D Sedang PT PHK telah memiliki SDM perlindungan hutan. SDM 

tersebut terdiri dari SDM DAMKARHUTLA dan SDM 

SATPAMHUT (SECURITY). SDM DAMKARHUTLA 

seluruhnya belum memiliki sertifikat DAMKARHUTLA dan 

SDM SECURITY (SATPAMHUT) sebagian telah memiliki 

sertifikat dasar-dasar SATPAM. Secara jumlah maka 

memenuhi tapi secara kualifikasi belum seluruhnya SDM 

perlindungan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan 

(preemptif/preventif/ represif) 

 

D Baik PT PHK telah melakukan implementasi perlindungan dan 

pengamanan hutan baik secara preemtif, preventif, 

maupun represif.  Gangguan yang paling besar yaitu 

perambahan hutan dan kebakaran hutan. Terkait hal itu 

maka PT PHK telah melakukan upaya baik secara internal 

maupun kerjasama dengan pihak terkait. Khusus untuk 

KARHUTLA maka PT PHK juga telah aktif membuat 

laporan berkala baik secara offline maupun online. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20/24) x 100 % = 83,33 %  

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan  dan  Pemantauan Dampak Terhadap Tanah  dan  Air  Akibat Pemanfaatan Hutan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak  terhadap tanah dan air 

(D) 

D Baik PT PHK telah memiliki prosedur terkait dampak terhadap 

tanah dan air yang potensial muncul akibat proses 

pemanfaatan hutan. Dampak tersebut yaitu Pencemaran 

air akibat erosi dan sedimentasi, Pencemaran tanah akibat 

penggunaan pupuk, Pencemaran udara akibat debu, 

Pengelolaan sampah, Pengelolaan limbah, Pengelolaan 

jalan dan jembatan, Pemantauan suhu dan kelembaban, 

Pemantauan debit dan sedimentasi air sungai. 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

D Baik PT PHK telah melengkapi sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air seluruhnya 

berfungsi dengan sesuai dengan dokumen perencanaan 

yang ada. 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

D Baik PT PHK telah memiliki GANIS BINHUT sesuai ketentuan 

yang berlaku (P.16/2015), yaitu sebanyak 2 orang untuk 

luasan total PT PHK seluas 26.345 Ha, yaitu atas nama 

Kardinal Jekson Purba (No. Register 02334-

11/BINHUT/XX/2017; SK pengangkatan: SK.576/BPHP.XI-

3/2017, masa berlaku 10/04/2022) dan Muhammad Novan 

Ismail (No. Register 02774-11/BINHUT/XX/2020; SK 

pengangkatan: SK.143/BPHP.XI-3/2020, masa berlaku 

21/08/2022).  

3.3.4 

Rencana  dan  implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah  dan  air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

D Sedang PT PHK telah memiliki dokumen rencana pengelolaan 

berupa Dokumen RKL tahun 2010 dan Dokumen RKU 

Revisi 2017. Dari rencana yang ada masih terdapat 

rencana yang perlu perbaikan dalam implementasinya 

yaitu penanaman cover crop (LCC) pada tanah terbuka, 

sosialisasi terkait kualitas udara pada masyarakat sekitar, 

pembuatan jebakan sedimen (sediment trap), pengerasan 

jalan, penanaman areal sempadan sungai yang terbuka. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.5 

Rencana  dan  implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah  dan  air 

 

 

D Sedang PT PHK telah memiliki dokumen rencana pemantauan 

berupa Dokumen RPL tahun 2010 dan Dokumen RKU 

Revisi 2017. Dari rencana yang ada masih terdapat 

rencana yang perlu perbaikan dan atau peningkatan dalam 

implementasinya yaitu pemantauan laju erosi, pengukuran 

debit air, serta pemantauan kualitas air. 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

 

D Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan 

penting terhadap tanah dan air serta ada upaya yang 

dilakukan oleh PT PHK. Upaya tersebut yaitu terkait 

penyadartahuan pada masyarakat dan karyawan untuk 

senantiasa menjaga tutupan lahan supaya tetap lestari, 

baik dari gangguan penebangan liar maupun dari 

kebakaran hutan. Selain itu yaitu dengan mengelola 

sampah domestik yang dihasilkan dari Camp PT PHK pada 

tempat Pembuangan akhir sampah yang disediakan pada 

lokasi-lokasi tertentu sekitar Camp PT PHK. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (30/36) x 100% = 83,33%  

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 3.4 

Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah 

(threatened) dan Endemik 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/peraturan yang 

berlaku 

 

 

D Sedang PT PHK memiliki prosedur identifikasi flora fauna yaitu 

prosedur Identifikasi flora dan fauna (No ID: 019-PHK-

EHS-SOP; tgl 1 Des 2016, Revisi 0). SOP tersebut 

memaparkan terkait teknis identifikasi tumbuhan tingkat 

autrotrofik (semai, pancang, tiang, pohon). SOP telah 

mengacu pada P.108/2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Permen LHK P.20 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

Dilindungi. 

Kekurangan pada SOP yaitu belum memaparkan terkait 

teknis identifikasi tumbuhan tingkat heterotrofik (liana, 

epift, anggrek, dsb). Prosedur yang ada belum 

memaparkan teknis identifikasi terkait kondisi populasi 

dan habitat. 

SOP yang ada belum mencantumkannya alat identifikasi 

fauna seperti camera trap. 

3.4.2 

Implementasi kegiatan identifikasi 

 

D Sedang Identifikasi flora dan fauna selama 5 tahun terakhir baru 

dilakukan sekali yaitu pada tahun 2017 melalui program 

identifikasi HCVF. 

Hasil identifikasi tersebut memperoleh data jenis yaitu 

130 jenis pohon, 57 jenis herba, liana, palem, 27 jenis 

fauna mamalia, 58 jenis burung, dan 9 jenis amfibi.  
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VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Sedangkan data kondisi habitat dan kondisi populasi 

masih kurang bahkan tidak ada. 

 Nilai Kematangan/Bobot Indikator (8/12) X 100% = 66,67 %  

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.5 

Pengelolaan Flora untuk : 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak, dan 2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersediaan prosedur 

Pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu  pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

 

D Sedang PT PHK telah memiliki prosedur pengelolaan flora 

dilindungi yang ada di areal PT PHK. Keberadaan 

prosedur pengelolaan flora dilindungi tersebut berupa 

SOP pengelolaan flora dan fauna. SOP tersebut berisi 

teknis terkait sosialisasi kepada karyawan dan 

masyarakat, mengelola KL, penataan KL, pengayaan jenis 

pakan satwa, patroli di areal KL  

Kekurangan prosedur pengelolaan flora dilindungi yaitu 

SOP belum membahas terkait pembibitan tumbuhan 

untuk pengayaan habitat, belum membahas teknis 

penanggulangan konflik flora fauna dengan masyarakat, 

SOP pengelolaan flora dilindungi belum berbasis pada 

jenis-jenis dilindungi yang ada di areal PT PHK, prosedur 

dokumentasi kegiatan belum dilengkapi dengan kewajiban 

menyertakan bukti lapangan (foto kegiatan dan lainnya).  

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

 

D Sedang Dari rencana pengelolaan flora dilindungi terdapat 

beberapan rencana yang belum seluruhnya direalisasikan 

seperti inventarisasi jenis tumbuhan dilindungi, 

penanaman HHBK, pemasangan papan pengumuman 

[dan atau larngan], menyediakan bibit tanamn endemik, 

penyukuhan konservasi pada karyawan dan masyarakat, 

pemasangan papan larangan menebang pohon dengan 

interval tertentu, pengelolaan flora berbasis jenis. 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan  

terancam punah dan endemik 

 

D Sedang Berdasarkan verifikasi di lapangan maka dengan adanya 

THPB maka memiliki konsekuaensi terjadinya penurunan 

jumlah individu, jenis, populasi, dan habitat dari flora 

dilindungi. Selain itu, masih tingginya aktifitas 

pemanfaatan kayu dari areal PT PHK oleh masyarakat 

sekitar yang memiliki akses lebih besar pada areal PT 

PHK merupakan indikasi terjadinya gangguan pada flora 

dilindungi secara khusus, dan flora lainnya secara umum 

yang terkait dengan konservasi. Contoh kegiatan 

masyarakat yang mengganggu kelestarian flora yaitu 

ditemukannya hasil olahan kayu Ulin di dalam areal DPSL, 

terdapat jejak penebangan pada areal DPSL, terdapat 

akses kendaraan pada areal DPSL. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
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VERIFIER 
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VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) X 100% = 66,67 %  

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR. 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak, dan 2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersediaan prosedur 

Pengelolaan fauna yang dilindungi  

mengacu  pada peraturan 

perundangan yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan 

 

 

D Sedang PT PHK telah memiliki prosedur pengelolaan fauna 

dilindungi yaitu: 

1. Panduan penyelamatan dan penanganan orangutan di 

kawasan. 

2. Pengelolaan kawasan lindung. 

3. SOP pengelolaan flora dan fauna.  

Keseluruhan SOP yang ada yaitu belum membahas terkait 

pembibitan tumbuhan untuk pengayaan habitat, belum 

membahas teknis penanggulangan konflik flora fauna 

dengan masyarakat, SOP belum berbasis jenis, 

dokumentasi kegiatan belum dilengkapi dengan keharusan 

menyertakan foto lapangan, SOP belum membahas terkait 

pemetaan progress areal pengelolaan fauna, SOP belum 

membahas teknis pembuatan papan informasi/larangan 

terkait pengelolaan fauna dilindungi 

3.6.2 

Realisasi  pelaksanaan  kegiatan  

pengelolaan  fauna sesuai  dengan 

yang direncanakan 

 

 

D Sedang Mengacu pada dokumen perencanaan yang ada maka PT 

PHK belum secara keseluruhan melakukan realisasi 

pengelolaan fauna dilindungi. Hal tersebut yaitu seperti 

pengelolaan fauna yang berbasis jenis, sosialisasi pada 

masyarakat, menyediakan pohon pakan satwa dilindungi, 

pengelolaan KL sebagai habitat fauna dilindungi, dan 

penyuluhan konservasi. 

3.6.3 

Kondisi spesies fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan  

terancam punah dan endemik 

 

D Sedang Kelestarian fauna dilindungi terdapat gangguan karena 

adanya proses operasional perusahaan PT PHK. 

Gangguan tersebut diantaranya semakin jarangnya 

frekuensi perjumpaan masyarakat dengan satwa. 

Meskipun demikian terdapat upaya yang dilakukan oleh 

PT PK untuk melestarikan fauna dilindungi yaitu 

mengalokasikan sebagian areal PT PHK sebagai Kawasan 

lindung yang mana kawasan lindung tersebut berfungsi 

juga sebagai areal pelestarian fauna dilindungi; memasang 

papan larangan berburu satwa di areal PT PHK; 

melakukan patroli rutin; melakukan sosialisasi pada 

karyawan dan masyarakat terkait pentingnya melestarikan 

fauna yang statusnya dilindungi dan/atau jarang, langka, 

terancam punah, dan endemik di areal PT PHK. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12 / 18) X 100% = 66,67 %  

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum 
adat dan atau masyarakat setempat. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

 

 

D 

 

Baik  

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PHK 

telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang 

dalam Peta  Sebaran Desa yang berada di dalam Areal PT PHK; Peta 

Sebaran Masyarakat  dalam Revisi RKUPHHK-HTI PT PHK Periode 

Tahun 2012-2021; Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping) 

Pada Wilayah HTI PT PHK (2019); Laporan Pemetaan Konflik/Klaim 

Lahan PT PHK Tahun 2016 - 2019 & Peta Status Lahan PT PHK serat 

Revisi RKUPHHK-HTI PT PHK Periode Tahun 2012-2021. 

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT PHK dituangkan dalam 

dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 & Revisinya; 

RKTUPHHK–HTI Tahun 2016 - 2019 & Revisinya; dan untuk rencana 

kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT PHK Tahun 

2016 - 2019 yang telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka 

panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas 

/rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas 

kawasan 

 

 

D 

 

Sedang 

PT PHK telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas 

kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan 

dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penanganan 

Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP 

Penyelesaian Konflik Lahan. 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, pada SOP Pemetaan Partisipatif 

pada Outputnya belum terdapat klausul terkait mekanisme penandaan 

batas dilapangannya yang disepakati para pihak serta dibuat Berita 

Acaranya. 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

 

D 

 

Baik 

PT PHK memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait 

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam 

SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & 

Masyarakat Setempat; SOP Kelola Sosial (CSR); SOP Penetapan 

Program, Anggaran, dan Pelaporan; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan 

Bukan Kayu; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi 

Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja. 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

 

 

D 

 

Sedang 

Berdasar Peta Sebaran Desa yang berada di dalam areal PT PHK  

skala 1: 100.000, sebagian besar areal PT PHK masuk dalam wilayah 

administrasi Desa Himba Lestari dan Mawai Indah serta sebagian 

kecil masuk desa Batu Timbau dan Beno Harapan, sesuai dengan 

Peta Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Kec. Batu Ampar 

berdasarkan Peta Kerja Penetapan Batas Desa yang dikeluarkan 

Seketaris Daerah Pemerintah Kab. Kutai Timur. 

Terdapat Batas di lapangan antara Desa Batu Timbau dengan Desa 

Mawai Indah di areal PT PHK namun tidak ditemukan Berita Acara 

Kesepakatan Penetapan Batas Desa tersebut, sedangkan Batas antara 

Desa Himba Lestari dengan Desa Mawai Indah masih belum ada 

kesepakatan. 
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Pada Areal PT PHK banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat sekitar terutama sepanjang jalan Eks. PT Kiani Lestari dan 

jalan Poros Kabupaten, sebagian sudah dilakukan identifikasi terkait 

nama klaim lahan di areal PT PHK namun baru sebagian yang telah 

dilakukan penataan batasnya dilapangan, terhadap lahan garapan 

masyarakat yang telah bermitra dengan PT PHK melalui program 

PHBM. 

Hasil pengecekan di lapangan sepanjang jalan Eks. PT Kiani Lestari 

telah diklaim oleh masyarakat serta banyak ditemukan Tanaman 

Karet, Tanaman Sawit dan Lada, berdasarkan hasil wawancara dengan 

wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa terjadinya 

pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah berlangsung sejak SK. PT 

Kiani Lestari berakhir (sekitar tahun 2000-an) dan areal tersebut 

terlantar & dianggap tidak bertuan serta adanya statemen dari 

Pemkab Kutim (pada saat itu) yang memperbolehkan masyarakat 

memanfaatkan lahan dikiri kanan jalan poros/jalan Aspal (setiap KK 

seluas 5 Ha atau 200 M X 250 M/100 M x 500 M). 

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT 

PHK memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan 

secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan 

pemanfaatan oleh masyarakat setempat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

 

D 

 

Baik  
Pada periode Tahun 2016 - 2019, PT PHK dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan 

dari  pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI 

PT PHK, telah disetujuinya dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 

2012 – 2021 & Revisinya dan RKTUPHHK-HTI PT PHK Tahun 2016 - 

2019 & Revisinya, serta terdapat Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT 

PHK dengan Masyarakat Desa Mawai Indah bertempat di Serapo Desa 

Mawai Indah Tanggal 18 Oktober 2016; Berita Acara Kegiatan Tindak 

Lanjut Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan Masyarakat Desa Himba 

Lestari Tanggal 7 September 2016 bertempat di Kantor Desa Himba 

Lestari; Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan Masyarakat 

Desa Himba Lestari bertempat di Kantor Desa Himba Lestari Tanggal 

4 Juni 2018; Laporan Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan Masyarakat 

Desa Mawai Indah bertempat di Serapo Desa Mawai Indah Tanggal 15 

Oktober 2019. 

Pada areal PT PHK masih terdapat potensi konflik klaim lahan oleh 

masyarakat sekitar dan terdapat upaya dari PT PHK untuk 

menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama Kemitraan dan 

Pembayaran GRTT. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26 /30) x 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku 

 

 

D 

 

Sedang  

PT PHK memiliki sebagian dokumen menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI 

Periode tahun 2012 – 2021 & Revisinya, RKTUPHHK-HTI PT PHK 

Tahun 2016 – 2019 & Revisinya, Project Plan Comdev PT PHK 

Tahun 2016 - 2019, Laporan Comdev/Kelola Sosial Tahun 2016 – 

2019 dan Kesepakatan Kemitraan PHBM dengan KT Desa Batu 

Timbau dan Kel. Abid Anzir. 

Hasil telaahan terhadap dokumen PT PHK yang tersedia, pada 

dokumen rencana dan realisasi tanggung jawab sosial  PT PHK 

Tahun 2016 – 2019, PT PHK telah membuat rencana kegiatan 

Comdev setiap tahunnya, akan tetapi realisasinya masih sangat 

minim dan belum terencana dengan baik. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

 

 

D 

 

Baik 

PT. PHK memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait 

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan 

Program, Anggaran dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, 

SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP 

Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman 

Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan 

Bukan Kayu dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah 

diimplementasikan. 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban pemegang 

izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH 

 

 

D 

 

Sedang 

PT PHK memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan 

terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi yang dilengkapi daftar hadir 

(terdapat Laporan Sosialisasi Terpadu PT PHK di Desa Mawai Indah 

bertempat di Serapo Desa Mawai dan di Desa Himba Lestari).      

Berdasarkan telaahan terhadap bukti sosialisasi yang dilakukan PT 

PHK, selama 5 tahun terakhir PT PHK baru melakukan sosialisasi 

sebanyak 4 kali, masing-masing 2 kali di desa Mawai Indah (tahun 

2016 dan 2019) dan 2 kali di desa Himba Lestari pada (Tahun 2016 

dan 2018). 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh 

informasi bahwa PT PHK baru beberapa kali melakukan Sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar terkait Perubahan Manajemen dari PT 

BIE ke PT PHK, Kegiatan RKT dan Program Kemitraan Kehutanan/ 

PHBM & CSR, akan tetapi PT PHK tidak menjelaskan secara khusus 

terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan 

dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa. 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

 

D 

 

Sedang  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara 

dengan responden (Wakil masyarakat sekitar areal), diperoleh 

informasi bahwa PT PHK telah merealisasikan sebagian pemenuhan 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH, (Realisasi kegiatan kelola sosial/Comdev PT PHK 
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masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

 

terhadap masyarakat sekitar masih minim dan belum dirasakan oleh 

masyarakat). 

Adapun kegiatan tanggung jawab sosial PT PHK berupa bantuan-

bantuan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat, 

selanjutnya dimintakan persetujuan ke pimpinan perusahaan dan 

apabila disetujui baru direalisasikan. 

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

 

 

D 

 

Sedang 

PT PHK memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang 

dalam Realisasi Comdev/Kelola Sosial PT PHK Tahun 2016 – 2019, 

BA Serah Terima Bantuan Dana tahun 2016 - 2019, serta bukti-bukti 

lainnya (kuitansi, dokumentasi dan fisik), namun kurang lengkap 

antara lain realisasi Kelola Sosial/Comdev dan bukti serah terima PT 

PHK pada semester I Tahun 2016 dan sebelumnya tidak tersedia. 

Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan sesuai 

SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, Laporan 

Kelola Sosial/Comdev dibuat secara periodik 6 (enam) bulan sekali, 

akan tetapi PT PHK belum menyampaikan laporan Comdev secara 

rutin kepada instansi yang berwenang (yang dilengkapi bukti tanda 

terima). 

PT PHK memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam 

beberapa dokumen, namun tidak lengkap. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22/30 ) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.3. 
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan 

SDH 

 

 

D 

 

Sedang 

Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan 

terpengaruh oleh aktivitas PT PHK sebagai berikut : 
No Uraian Keterangan 

A. Data Masyarakat yang terlibat : 

1. Data Tenaga Kerja  Tersedia  

2. Data Kontraktor dan atau 

Borongan (pekerjanya) 

Tersedia  

3. Data Kelompok masyarakat 

yang melakukan 

kesepakatan dengan UM 

Tersedia  

sebagian 

4 Data Penerima Ganti 

Rugi/Sharing manfaat 

Tersedia   

B. Data masyarakat yang tergantung : 

1. Data Pemanfaatan HHNK 

oleh masyarakat 

Tidak tersedia   

2. Data Pemanfaatan Lahan di 

areal UM oleh masyarakat 

Tersedia 

sebagian 

C. Data masyarakat yang terpengaruh : 

1. Peta Sebaran Desa sekitar Tersedia 
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areal 

2. Data penerima kegiatan 

kelola sosial/PMDH 

Tersedia  

3. Data kondisi masyarakat 

yang ada sekitar areal 

(dampak sosial akibat 

kegiatan UM) 

Tersedia dalam 

Kajian Kekinian 

Aspek Sosial 

(Social 

Mapping)   

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT  

PHK memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

 

 

D 

 

Baik 

PT. PHK memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP 

Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan 

Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan 

Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil 

Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola 

Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), 

SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).  

4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

 

CD 

 

Sedang 

PT PHK  telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam 

dokumen RKUPHHK-HTI PT PHK Periode Tahun 2012 - 2021 & 

Revisi RKUPHHK-HTI PT PHK Periode Tahun 2012 - 2021, 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 - 2019, Project Plan Community 

Development Tahun 2016 - 2019 dan MoU Kemitraan dengan 

Masyarakat sekitar areal (ada 2 MoU PHBM). 

Dalam dokumen Project Plan Community Development PT PHK 

Tahun 2016 - 2019 rencana kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat meliputi kegiatan Infrastruktur dan 

Lingkungan (Perbaikan Jalan dan Jembatan di desa binaan) dan 

Peningkatan Ekonomi Pemeliharaan Tanaman Karet dan Budidaya 

Lada & Pengembangan Usaha). 

Hasil telaahan terhadap dokumen RKTUPHHK-HT dan Project Plan 

CD Tahun 2016-2019, program kegiatan yang ada di dalam 

dokumen RKTUPHHK tidak sinkron dengan program kegiatan 

Comdev yang diuraikan dalam Project Plan. 

PT PHK memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, 

namun belum lengkap dan jelas. 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat 

oleh pemegang izin yang 

tepat sasaran 

 

 

D 

 

Sedang 

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi  PT PHK terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut : 

1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT PHK Tahun 2016 - 2019, 

rata-rata sebesar 19,15 %. 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2016 - 2019, rata-rata 

sebesar  62,88 % 

3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, ada 11 kontraktor lokal dari 

29 kontraktor yang ada di PT PHK, atau rata-rata sebesar 37,97 

% 

4. Realisasi Tanaman Kehidupan PT  PHK sampai Tahun 2019 
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seluas  292,7 Ha dari Rencana 1.390 Ha, atau sebesar  21,06 % 

Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi  oleh PT PHK  sebesar : 

(19,15  + 62,88 + 37,97 +  21,06) %  :  4  = 35,26  % (  < 50 %) 

4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan mengenai 

pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

 

 

D 

 

Sedang  

PT. PHK memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak  (Karyawan, 

Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan 

dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Comdev, 

Pembayaran Tali Asih/Ganti Rugi, Rental Unit, Pembayaran Upah 

kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada 

Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran 

PBB, PPh 21, 23, 24, PPN dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS 

Kesehatan). 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 22 /30 ) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.4. 
Keberadaan mekanisme resolusi konflik  

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme resolusi 

konflik 

 

 

D 

 

Baik 

PT PHK telah memiliki dokumen mekanisme resolusi 

konflik  tertuang dalam SOP Penanganan Tuntutan, 

Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar dan 

SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan telah merujuk pada 

Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 

tentang Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan 

Produksi sebagai referensi. 

Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT PHK 

dan wakil masyarakat, selama ini PT PHK dalam 

menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan 

selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 

Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat 

sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian 

konflik. 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

 

D 

 

Sedang 

PT PHK telah melakukan identifikasi terhadap areal yang 

bermasalah (klaim lahan) yang dituangkan dalam 

dokumen Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2016 – 2019 

yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik serta Peta 

Sebaran Desa yang berada di dalam areal IUPHHK-HT 

PT PHK dan Peta Status Lahan. 

Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2016 -

2019 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik Lahan, 

hasil identifikasi diperoleh informasi sebagai berikut 
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pada awal tahun 2016 di areal PT PHK terdapat 10 kasus 

klaim lahan dengan luas klaim 5.770 Ha dan pada tahun 

2019 terdapat tambahan 1 kasus klaim seluas 263 Ha 

serta kasus yang telah diselesaikan sebanyak 4 kasus 

dengan luas 2.059 Ha, sehingga pada akhir tahun 2019 

tersisa 11 kasus Klaim Lahan dengan luas 3.981 Ha 

PT PHK telah menyusun Pemetaan konflik  klaim lahan 

terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun 

belum ditindak lanjuti/disesuaikan dengan Perdirjen 

PHPL  No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Produksi.  Selain itu bukti pelaporan terkait pemetaan 

resolusi konflik pada Instansi terkait belum dapat 

ditunjukkan. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak 

 

 

D 

 

Sedang 

Berdasar SK Direksi No. 032/DIR/MPS/VI/ 2016  tanggal 

1 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi dan Job 

Description PT PHK dan SK Direksi PT PHK No: 

01/DIR/PHK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang 

Kelembagaan Penyelesaian Konflik. 

PT PHK memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik 

dengan SDM yang cukup dalam penanganan konflik 

yang mungkin timbul dengan mengikutsertakan Pihak 

Eksternal  dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh 

Masyarakat sekitar dan Instansi terkait lainnya dalam 

menangani kasus atau konflik yang timbul, serta 

didukung dengan pendanaan yang memadai dalam 

mengelola konflik, selama 5 tahun terakhir PT PHK 

tersedia Budget untuk Penyelesaian Konflik Tahun 2018 

dan 2019, namun Budget Anggaran Resolusi Konflik 

untuk tahun sebelumnya tidak tersedia. 

 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi 

 

 

D 

 

Baik 

PT PHK memiliki dokumen/laporan terkait proses 

penyelesaian konflik yang tertuang dalam : 

1. Kronologis Klaim Lahan Desa Mawai Indah tahun 

2017, tanggal 5 Januari 2017 

2. Kronologis Klaim Lahan Desa Mawai Indah tahun 

2018, tanggal 3 Januari 2018 

3. Kronologis Klaim Lahan Blok G PT PHK, Tanggal 

26 Februari 2020 

4. Kronologis Permasalahan Konflik Lahan Desa 

Himba Lestari, Tanggal 2 Januari 2020 

5. BA Serah Terima Bantuan Dana Biaya Mediasi 

Penyelesaian Blok G Desa Batu Balai Kec. Muara 

Bengkal, Tanggal 3 Mei 2019 

6. Berita Acara Penyerahan GRTT an. Yuharni, 

tanggal 28 Februari 2020 
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7. BA MoU/Kesepakatan Kemitraan/PHBM dengan 

masyarakat sekitar ada 2 Mou Kerjasama/ 

kesepakatan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PHK 

memililiki dokumen/laporan terkait proses penanganan 

konflik yang lengkap dan jelas. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
( 20 /24 ) x 100% =  83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 

 
INDIKATOR 4.5. 
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode Sertifikasi, PT PHK telah merealisasikan 

hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan 

dengan:  

1. Peraturan Perusahaan (PP) PT PHK Periode 2017 – 

2019, dengan masa berlaku 2 Tahun ditandatangai 

oleh Direksi tanggal 1 Maret 2017, akan tetapi tidak 

terdapat lembar pengesahan dari Instansi tekait. 

2. Peraturan Perusahaan (PP) PT PHK Periode 2018 – 

2020, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans 

Prov. Kaltim No. KEP.560/1253/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2018 Tanggal 28 Maret 2018 (masa 

berlaku sampai 26 Maret 2020) 

Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan 

kepada karyawan PT PHK pada tanggal 28 Juni 2019, 

Tanggal 5 Juli 2019, 15 Agustus 2019 dan 17 Oktober 

2019. 

Hasil telaahan terhadap Peraturan Perusahaan yang 

tersedia, PT PHK baru memiliki Peraturan Perusahaan 

yang telah disahkan oleh Instansi terkait pada Periode 

Tahun 2018 – 2020 dan telah disosialsasikan, akan 

tetapi pada tahun sebelumnya terdapat Peraturan 

Perusahaan namun belum disahkan oleh Instansi terkait 

serta belum terdapat bukti sosialisasi kepada 

karyawannya. 

Di Lingkungan PT PHK belum terbentuk Serikat Pekerja 

akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan 

Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan 

untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi 

anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat 

Keputusan Direksi PT PHK Nomor: 01/HR/PHK/II/2018 

tanggal 02 Januari 2018 tentang Kebijakan Berserikat 

dan Pembentukan Serikat Pekerja 

PT PHK juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang 
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mengatur mekanisme hubungan industrial antara 

Perusahaan dengan tenaga kerjanya/karyawannya. 

Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam 

Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh 

pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada 

saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. 

PT PHK telah merealisasikan sebagian besar hubungan 

industrial dengan seluruh karyawan. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi tenaga 

kerja 

 

 

D 

 

Baik 

PT  PHK telah memiliki mekanisme terkait 

pengembangan kompetensi karyawannya tertuang 

dalam PP PT PHK Periode Tahun 2018-2020 Bab IX 

Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP 

Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT PHK 

telah mengimplementasikan dalam Rencana & Realisasi 

Training/Pelatihan Tahun  2016 - 2019 dengan 

Prosentase rata-rata Jumlah Topik 100 % dan 

Prosentase Peserta 96,5 % 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT PHK 

memiliki 9 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 

orang, Canhut = 2 orang, Nenhut =2 orang, Binhut = 2 

orang dan PKB-R = 2 orang  dan  telah sesuai dengan 

ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015. 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir dan 

implementasinya 

 

 

 

D 

 

Sedang 

PT PHK telah memiliki dokumen standar jenjang karir 

yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan 

Perusahaan PT PHK Periode Tahun 2018 - 2020 Bab II 

Pasal 10 tentang Promosi dan prosedur terkait jenjang 

karir serta terdapat implementasi SK HRD Manager 

Tanggal 01 April 2019 tentang Promosi Karyawan PT 

PHK Tahun 2019, terdapat 7 karyawan yang di 

Promosikan dan Usulan Promosi Karyawan PT PHK 

Tahun 2019, terdapat 15 karyawan yang di Promosikan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang 

ada, PT PHK telah memiliki dokumen standar jenjang 

karir yang   dituangkan dalam dokumen Peraturan 

Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, namun baru 

sebagian yang diimplementasikan. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

 

D 

 

Baik 

PT PHK memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan PT PHK Periode 2019-2021 Bab VI – Bab 

VIII Pasal 27 – 39, Bukti Setor Pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan dan Kesehatan Tahun 2019 dan 2019, 

Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan & 

Kesehatan dan telah diimplementasikan. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT 

PHK serta hasil observasi lapangan fasilitas 

kesejehateraan karyawan di Base Camp PT PHK, 

diperoleh informasi bahwa PT PHK telah 

mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan 

karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan 
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(PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran 

gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, 

pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, 

kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, 

sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan 

tersedia cukup lengkap dan representatif, serta 

terdapat Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan 

Tenaga Medis 1 orang Dokter dan 2 orang Paramedis, 

tersedia juga mobil Ambulance (terdapat Surat 

Keputusan Direktur No.02/DIR/VII/2018 tanggal 02 Juli 

2018 tentang Penggunaan Fasilitas & Kantor yang ada 

di Wilayah Kab. Kutim secara Bersama antara PT PHK 

dengan PT MPS). 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20 /24 ) x 100% =  83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

PRINSIP 1. 

Kepastian areal IUPHHK-HT 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen legal 

terkait perizinan 

usaha (SK 

IUPHHK) 

M Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka 

diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HT PT PERMATA 

HIJAU KHATULISTIWA telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan 

dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : 

1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK. No. 

SK.631/Menhut-II/2010  tanggal 11 November 2010 Jo. SK. BKPM No. 

1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.631/Menhut-II/2010  tanggal 

11 Nopember 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Tanaman Industri kepada PT. Buana Inti Energi atas Areal Hutan 

Produksi seluas ±26.345 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi 

Kalimantan Timur ; 

2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HT An. PT Buana Inti Energi Skala 1 

: 100.000 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan 

Keputusan No. SK.631/Menhut-II/2010 yang ditanda tangani oleh 

Menteri Kehutanan (Bpk. Zulkifli Hasan); 

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit oleh 

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan 

nomor surat : S.317/IPSDH/PSDH/PLA.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018, 

dapat diketahui informasi tentang status kawasan hutan di areal 

IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa pada saat periode audit 

sebagai berikut : 

a) Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/ KPA) 

seluas 356 Hektar ; 
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b) Hutan Produksi (HP) seluas 25.222 Hektar ; 

c) Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 136 Hektar ; 

d) Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 631 Hektar. 

Pada surat tersebut terdapat lampiran Peta Penafsiran Citra Satelit 

IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan Skala 1 : 100.000. 

4. Terdapat dokumen legalitas persyaratan pendirian izin usaha sesuai 

ketentuan dan atau masih berlaku yaitu sebagai berikut: 

a) Akta pendirian Nomor : 98 tanggal 18 Februari 2010 dengan 

Notaris Robert Purba, SH. di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-12864.AH.01.01.Tahun 

2010 Tanggal 12 Maret 2010. 

b) Akta perubahan Nomor 09 tanggal 09 Oktober 2017 dengan 

Notaris Melania Miensye Hambali, SH. di Kota Balikpapan. 

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 

AHU-0021031.AH.01.02.Tahun 2017 Tanggal 11 Oktober 2017. 

c) SIUP Menengah Nomor : 0319/17-05/DPMPT/SIUP/PM/2018 

tanggal 28 Mei 2018; 

d) TDP Nomor : 170514608761 tanggal 28 Mei 2018 ; 

e) NPWP Nomor : 02.991.961.0-011.000. 

f) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor 

Induk Berusaha (NIB) No. 8120000941871 yang ditetapkan tanggal 

17 September 2018. 

2. 1.1.1.b Bukti 

pemenuhan 

kewajiban Iuran 

Izin Usaha 

Pemanfaatan 

Hasil Hutan 

Kayu 

(IIUPHHK). 

Tidak berlaku 

untuk 

Pemegang Hak 

Pengelolaan 

M Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Nomor: S.1188/VI-

BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina 

Produksi Kehutanan dan di tandatangani oleh Imam Santoso /NIP. 19530922 

198203 1 001. 

Terdapat bukti setor IIUPHHK atas nama PT Buana Inti Energi sebesar Rp. 

68.497.000,- via Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2010 ke 

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank 

Mandiri Jakarta. 

3. 1.1.1.c Penggunaan 

kawasan yang 

sah di luar 

kegiatan 

IUPHHK (jika 

ada) 

NA Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama izin usaha diperoleh tidak terdapat 

data atau informasi tentang Izin penggunaan kawasan yang sah lainnya pada 

areal IUPHHK-HT PT Permata Hijau Khatulistiwa seluas ± 26.345 Ha di 

Provinsi Kalimantan Timur. 
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Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 2.1.1.a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ 

Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

meliputi: 

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang 

disusun berdasarkan 

IHMB/risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut 

2. Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan RKU/RPKH  

dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval 
3. Peta rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut 

M - Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 

2012-2021, yang telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai 

dengan SK Nomor : SK. 2437/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/4/2017, tanggal 27 April 2017 dan 

dilampiri dengan Peta Revisi RKUPHHK-HT Periode 

2012-2021 Skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. 

Amrullah / NIP. 19611214 198703 1 010) sesuai 

dengan SK Nomor : 522.110.1/23/Kpts/DK-II/2019 

tanggal 15 Oktober 2019 dan berlaku sampai dengan 

31 Desember 2019 dan dilampiri Peta Revisi 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, yang 

telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah / 

NIP. 19611214 198703 1 010) sesuai dengan SK 

Nomor : 522.110.1/21/Kpts/DK-II/2020 tanggal 27 

Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 

Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020 skala 1 : 50.000. 

- PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 2 (dua) orang 

tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut yaitu: 

1. Cryestian Haryantho dengan Register No. 

02218-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK 

Dirjen PHPL No.  SK.162/BPHP.XI-3/2017 

tanggal 17 Maret 2017 dan berlaku s/d tanggal 

16 Maret 2020. Terdapat SK Direktur PT 

Permata Hijau Khatulistiwa No. 

SK.04/PHK/2801/2020 tanggal 28 Januari 2020 

tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor 

Register Petugas Pelaksana Timber Cruising 

(TC) pada IUPHHK-HT PT Permata Hijau 

Khatulistiwa Kabupaten Kutai Timur Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2020. 

2. Nurhadi Mulyo Utomo, S.Hut dengan Register 

No. 02731-11/CANHUT/XX/2019 berdasarkan SK 

Dirjen PHPL No.  SK.576/BPHP.XI-3/2019 

tanggal 29 Juli 2019 dan berlaku s/d tanggal 28 

Juli 2022. 
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2. 2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

M  Terdapat SK Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa 

No. 065/DIR/PHK/V/2017 Tanggal 01 Mei 2017 

tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Permata 

Hijau Khatulistiwa dengan Luas 3.558 Ha. 

Berdasarkan SK tersebut Kawasan Lindung terdiri 

atas Areal Perlindungan Plasma Nutfah (PPN) seluas 

300 Ha, Sempadan Sungai seluas 2.026 Ha, Daerah 

Perlindungan Satwa (DPSL) seluas 543 Ha, Buffer 

Zone Hutan Lindung seluas 327 Ha dan Overlap 

Taman Nasional seluas 362 Ha. 

 Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya 

penandaan baik berupa plang, patok di areal-areal 

yang tidak boleh ditebang antara lain pada Areal 

Sempadan Sungai Himba Lestari, Areal Sempadan 

Sungai Jelmuan, Areal DPSL dan Areal Buffer Zone. 

3. 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/ 

blok RKT/petak RTT yang jelas di 

peta dan terbukti di lapangan 

M Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, diantaranya : 

 Penandaan Blok RKT Tahun 2019 berupa 

pemasangan plang nama bertuliskan “ Blok RKT 

Tahun 2019 Revisi luas 9.475,10 Ha dan berada pada 

koordinat N 00 36’ 19” E 1170 2’ 31”; 

 Batas petak/ kompartemen pada Blok RKT 2019 

ditandai dengan PAL balok kayu ukuran 10 cm x 10 

cm cat warna kuning dan tulisan warna hitam yaitu 

dijumpai diantaranya : 

1. PAL Kompartemen C105 berada pada koordinat 

N 00 36’ 20” E 1170 2’ 35” ; 

2. PAL Kompartemen D018 berbatasan dengan 

Kompartemen D014 berada pada koordinat N 00 

36’ 28” E 1170 0’ 41” ; 

3. PAL Kompartemen D028 berada pada koordinat 

N 00 36’ 23” E 1170 0’ 15” ; 

4. PAL Kompartemen D025 berada pada koordinat 

N 00 36’ 8” E 1170 1’ 35”. 

4. 2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2012-

2021, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK 

Nomor : SK. 2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017, 

tanggal 27 April 2017 dan dilampiri dengan Peta Revisi 

RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000. 

Dokumen revisi RKUPHHK-HT Periode 2012 – 2021 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup Nomor : P.12/MenLHK-II/2015 tentang 

Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan perubahan 

komiditi tanaman pokok dari jenis Karet menjadi 

Eucalyptus dan Acasia, dan tanaman kehidupan terdapat 

pilihan yaitu jenis Karet, Eucalyptus dan Acasia. Sedangkan 

pada tanaman unggulan telah dihapus pada Peraturan 

tersebut. 
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5. 2.2.1.b Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam 

pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan 

hutan tanaman industri. 

M Pada periode audit diketahui bahwa PT Permata Hijau 

Khatulistiwa telah memanfaatkan kayu hutan alam dari 

kegiatan penyiapan lahan pada blok RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 dan realisasi volume kayu hutan alam yang sudah di 

LHP sebesar 563,49 m3 dengan rincian kelas diameter 

kayu sebagai berikut : 

1. Kayu Bulat Kecil (KBK) : 271,23 m3 

2. Kayu Bulat Sedang (KBS) : 175,65 m3 

3. Kayu Bulat Besar (KB) : 116,61 m3 

Hasil pengecekkan di lapangan terdapat kesesuaian lokasi 

pemanfaatan kayu yang dijadikan lokasi untuk persiapan 

lahan penanaman HTI dengan lokasi di peta dan uji petik 

berada pada Kompartemen A035 dengan koordinat N 00 

39’ 9,434” dan E 1160 59’ 9,202”, serta volume 

pemanfataan kayu hutan alam sebesar 563,49 m3 (3,18%) 

dari target dan telah sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-

HTI Tahun 2019. 

 

PRINSIP 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 3.1.1.a Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M  PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 2 (dua) orang 

Ganis PHPL PKB-R yaitu sebagai berikut : 

1. Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-

R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

SK.265/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 

tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu 

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari dan berlaku s/d tanggal 10 April 2022. 

2. Sarjono dengan No. Register 01273-11/PKB-

R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

SK.669/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 Agustus 2019 

tentang Mutasi dan Perpanjangan Pengangkatan 

dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari dan berlaku s/d tanggal 21 

Agustus 2022. 

 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat/ 

menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat 

(pemanfaatan kayu) untuk penyiapan lahan HTI/ land 

clearing. Pada periode audit PT Permata Hijau 

Khatulistiwa telah menerbitkan sebanyak 3 (tiga) set 

dokumen LHP pada RKT Tahun 2019 dengan total 

produksi sebesar 563,49 m3 dengan rincian sbb : 
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 Adapun realisasi produksi Pada RKT Tahun 2019 telah 

tercapai 3,18% dari target sebesar 17.741,12 m3. 

 Terdapat dokumen LMKB yang dibuat oleh petugas 

TUK PT PHK setiap bulannya yaitu periode Maret 2019 

s.d. Februari 2020. Adapun stock kayu per tanggal 29 

Februari 2020 yaitu sbb : 

a) Stock TPK Hutan : NIHIL 

b) Stock TPK Antara : NIHIL 

 Uji petik pengukuran kayu tidak dapat dilakukan karena 

tidak terdapat stock kayu atau NIHIL pada LHP RKT 

Tahun 2019 dan belum terdapat penerbitan LHP pada 

RKT Tahun 2020. 

2. 3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri 

primer dan/atau penampung 

kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri 

primer hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar. 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Ganis PHPL PKB 

yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai 

P3KB yaitu sebagai berikut : 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan untuk 

Tahun 2019 atas nama Supriadi dengan No. Register 

02216-11/PKB-R/XX/2017 sesuai SK Direktur PT PHK 

No. SK-09/PHK/2003/2019 tanggal 20 Maret 2019. 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan untuk 

Tahun 2020 atas nama Supriadi dengan No. Register 

02216-11/PKB-R/XX/2017 sesuai SK Direktur PT PHK 

No. SK-06/PHK/2801/2020 tanggal 28 Januari 2020. 

- Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) 

untuk Tahun 2019 atas nama Supriadi dengan No. 

Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 sesuai SK Direktur 

PT PHK No. SK-11/PHK/2003/2019 tanggal 20 Maret 

2019. 

- Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) 

untuk Tahun 2020 atas nama Supriadi dengan No. 

Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 sesuai SK Direktur 

PT PHK No. SK-08/PHK/2801/2020 tanggal 28 Januari 

2020. 

Selama periode audit (Maret 2019 s/d Februari 2020), PT 

Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan penerbitan 

dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen 

SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Industri dengan 

KBK KBS KB

Meranti 8.16      37.40       28.53    74.09         

Rimba Campuran 255.59   81.93       31.02    368.54       

Kayu Indah 6.43      13.17       10.72    30.32         

Jumlah I 270.18  132.50    70.27   472.95      

Meranti -        -           -        -             

Rimba Campuran -        -           -        -             

Kayu Indah 1.05      13.89       2.21      17.15         

Jumlah II 1.05      13.89      2.21     17.15        

Meranti -        -           -        -             

Rimba Campuran -        -           -        -             

Kayu Indah -        29.26       44.13    73.39         

Jumlah III -       29.26      44.13   73.39        

271.23  175.65    116.61 563.49      

001/LHP-KB/PHK/V/2019 

Tgl 09 Mei 2019

002/LHP-

KB/PHK/XII/2019 Tgl 11 

Desember 2019

003/LHP-

KB/PHK/XII/2019 Tgl 20 

Desember 2019

Total

No. LHP Kelompok Jenis
Kelas Diameter (m3)

Total
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menggunakan truck yaitu sebanyak 24 set dokumen 

SKSHHK terdiri atas 458 batang dengan volume sebesar 

212,36 m3. 

3. 3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu bulat dari pemegang 

IUPHHK-HA  bisa dilacak balak 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan pemegang 

IUPHHK-HTI yang memanfaatkan kayu alam untuk 

penyiapan lahan, sehingga terkait Penatausahaan Hasil 

Hutan (PUHH) yang digunakan mengacu kepada PUHH 

Hutan Alam. 

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan kegiatan 

penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai 

penandaan kayu bulat pada bontos kayu pada tebangan 

RKT Tahun 2020, berupa label dan cat yang jelas dan berisi 

informasi tentang Petak Kompartemen, panjang pohon dan 

diameter pohon. 

4. 3.1.3.b Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin. 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki SOP mengenai 

Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) diantaranya : 

- SOP Prosedur Lacak Balak (CoC) No. 007-PHK-WS-

SOP. 

- SOP Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, 

Pengangkutan & Penelusuran No. 008-PHK-WS-SOP. 

- SOP Tata Usaha Kayu No. 009-PHK-WS-SOP. 

SOP tersebut mengatur prosedur/ pedoman dalam tata 

usaha kayu seperti pengukuran dan penandaan, sehingga 

pada PT Permata Hijau Khatulistiwa terdapat sistem yang 

dapat digunakan pada kegiatan lacak balak. 

5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki arsip dokumen 

SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) 

dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju 

ke TPK Industri dengan menggunakan truck yaitu sebanyak 

24 set dokumen SKSHHK terdiri atas 458 batang dengan 

volume sebesar 212,36 m3 dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batang
 Volume 

(m3) 

1 Maret 2019             -   -                               -   

2 April 2019             -   -                               -   

3 Mei 2019             -   -                               -   

4 Juni 2019             -   -                               -   

5 Juli 2019             -   -                               -   

6 Agustus 2019             -   -                               -   

7 September 2019             -   -                               -   

8 Oktober 2019             -   -                               -   

9 November 2019              3 43                           15.70 

10 Desember 2019             21 415                       196.66 

11 Januari 2020             -   -                               -   

12 Februari 2020             -   -                               -   

24          458              212.36      Total

No Bulan
Jumlah 

SKSHHK

Jumlah Diangkut
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Terdapat Ganis PHPL PKB yang ditugaskan sebagai 

Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama 

Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 

sesuai SK Direktur PT PHK yaitu sebagai berikut : 

- SK Direktur No. SK-10/PHK/2003/2019 tanggal 20 

Maret 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima 

Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HT PT 

Permata Hijau Khatulistiwa Wilayah Kabupaten Kutai 

Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. 

- SK Direktur PT PHK No. SK-07/PHK/2801/2020 

tanggal 28 Januari 2020 tentang Pengangkatan 

Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada 

IUPHHK-HT PT Permata Hijau Khatulistiwa Wilayah 

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2020. 

6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH 

telah diterbitkan 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen SPP/ 

Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai 

dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total 

tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb : 

- DR sebesar US$ 5.783,49 

- PSDH sebesar Rp. 37.621.320 

7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/ atau PSDH M  PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan 

pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT 

Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang 

diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan 

Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor 

melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar 

sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran 

SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH 

sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan 

rincian sbb : 

- DR sebesar US$ 5.783,49 

- PSDH sebesar Rp. 37.621.320 

 Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH 

Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2019 antara IUPHHK-

HT PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa 

tagihan SPP DR PSDH telah dibayarkan seluruhnya 

dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran/ denda 

keterlambatan. 

8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas hutan alam (termasuk hasil 

kegiatan penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) 

dan kesesuaian tarif PSDH untuk 

M Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian 

Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan 

PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui 

bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut 



 
 

Halaman 47 dari 54 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

kayu hutan tanaman tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga 

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan 

ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan 

yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 

2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 

September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan 

Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya 

Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 

19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan 

Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya 

Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 

hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK 

No.P.64). 

9. 3.3.1 Dokumen PKAPT NA Unit Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak wajib 

membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 

tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antarpulau. 

10. 3.3.2 Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

NA Pada Periode audit (Maret 2019 s/d Februari 2020) PT 

Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan dokumen 

SKSHHK dengan tujuan ke Industri, namun tidak 

menggunakan alat angkut tongkang yang ditarik/digandeng 

oleh kapal penarik/ tugboat, sehingga untuk dokumen 

identitas kapal belum dapat di verifikasi. 

11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan pemegang 

IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi 

Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan 

Sertifikat VLK Nomor 283.SLK.010-IDN tanggal 29 Maret 

2017 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 29 

Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2020. 

 

PRINSIP 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 4.1.1 Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-

UPL/ RKL-RPL 

M Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Permata Hijau 

Khatulistiwa yang dapat diverifikasi adalah Dokumen 

laporan utama ANDAL, Dokumen Pengelolaan Lingkungan 
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(RKL) dan Dokumen Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu 

seperti berikut: 

 Dokumen ANDAL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT 

Permata Hijau Khatulistiwa masih menggunakan nama 

perusahaan lama yaitu bernama PT Buana Inti Energi. 

Perubahan Nama Pemegang IUPHHK-HTI dari PT 

Buana Inti Energi menjadi PT Permata Hijau 

Khatulistiwa sesuai dengan SK Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/IUPHHK-

PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.631/MENHUT-II/2010 Tentang Pemberian izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri Kepada PT Buana Inti Energi Atas Areal Hutan 

Produksi Seluas ± 26.345 Ha (Dua Puluh Enam Ribu 

Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten 

Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut 

ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal ; Franky Sibarani 

 Adapun pada Pasal 1 pada SK BKPM tersebut 

berbunyi : 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor SK.631/MENHUT-II/2010  tanggal 

11 November 2010 tentang Pemberian izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri Kepada PT Buana Inti Energi Atas Areal Hutan 

Produksi Seluas ± 26.345 Ha (Dua Puluh Enam Ribu 

Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten 

Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, beserta 

Lampirannya, diubah sebagai berikut : 

a) Sepanjang menyangkut nama badan hokum 

perusahaan pemegang izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHHK-

HTI) yang semula PT Buana Inti Energi menjadi 

PT Permata Hijau Khatulistiwa. 

b) Semua hak dan kewajiban IUPHHK-HTI beralih 

dari PT Buana Inti Energi kepada PT Permata 

Hijau Khatulistiwa. 

 Terdapat SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman 

Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 503/1623/LINGK/ BPPMD-PTSP/VIII/2016 

tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin 

Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ± 26.345 Ha PT 

Buana Inti Energi Kepada PT Permata Hijau 

Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan 

Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. SK 



 
 

Halaman 49 dari 54 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

tersebut ditandatangani An. Gubernur Kalimantan 

Timur Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur oleh 

H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM / NIP. 19640627 

199003 1 006. 

2. 4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL M PT Permata Hijau Khatulistiwa (d/h PT Buana Inti Energi) 

telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 

(RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL) lengkap dan telah mendapatkan pengesahan 

berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang 

Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang 

Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan 

Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan 

Luas Cadangan ± 25.465 Ha. 

Dalam Dokumen RKL dan RPL PT Permata Hijau 

Khatulistiwa (d/h PT Buana Inti Energi)  disebutkan bahwa 

lokasi PT PHK terletak di Kelompok Hutan S. Telen – S. 

Sangata, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan 

Timur, tetapi berdasarkan surat Rekomendasi Gubernur 

Kalimatan Timur No. 522.21/10056/EK tanggal 28 Oktober 

2009, areal yang direkomendasikan seluas ± 46.712 Ha. 

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 

S.481/Menhut-VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal 

Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HT, luas 

areal yang disetujui adalah ± 25.465 Ha. Berdasarkan hal 

tersbut, maka kajian selanjutnya mengacu pada luasan ± 

25.465 Ha. 

Dokumen RKL dan RPL disusun oleh konsultan pelaksana 

PT. Sarbi Moerhani Lestari dengan Ir. H. Ateng Sutisna, 

MBA sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jl. Raya 

Taman Pagelaran Blok F1 No. 3-5 Ciomas, Bogor, Jawa 

Barat 16610, Indonesia. 

3. 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial 

M Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 

(Januari – Juni) Tahun 2019 dan telah disampaikan kepada 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai surat pengantar No. 

13/PHK/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019. Pada surat 

pengantar tersebut terdapat stempel/ cap dari Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur dan 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

Terdapat draft Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL 

Semester II (Juli – Desember) Tahun 2019. Draft laporan 

tersebut masih dalam proses penyelesaian atau tahap 

finalisasi, draft laporan final selanjutnya akan di laporkan 

ke instansi terkait yaitu seperti DLH Provinsi Kalimantan 

Timur, DLH Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di 



 
 

Halaman 50 dari 54 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

lapangan yaitu berupa : 

a. Terdapat pemantauan laju erosi yang dilakukan pada 

3 titik. 

b. Terdapat pembuatan infiltdrain sebagai jebakan air/ 

penahan laju erosi. 

c. Terdapat pemantauan kebakaran hutan dan lahan 

yaitu dengan adanya bangunan  menara api. 

d. Terdapat pemantauan debit air sungai jelmuan 

dengan adanya stik ukur. 

e. Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat 

ombrometer yang berada di basecamp eks BIE Estate 

Permata. 

f. Pemasangan plang himbauan dilarangan membakar 

lahan/ hutan yang di pasang pada tempat strategis. 

g. Pada kegiatan sosial PT Permata Hijau Khatulistiwa 

telah memberikan bantuan seperti bantuan perbaikan 

jalan, bantuan konsumsi untuk buka puasa, bantuan 

HUT RI, bantuan hewan kurban, bantuan kegiatan hari 

besar (natal), dll. Adapun bantuan-bantuan tersebut 

telah tercantum pada Laporan Community 

Development Semester I dan II Tahun 2019. 

 

PRINSIP 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 5.1.1.a Pedoman / Prosedur K3 M  PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen 

Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan 

dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

sebanyak 8 item terdiri dari SOP : 

1) Identifikasi Hukum dan Peraturan-Peraturan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan 

Lingkungan; 

2) Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja dan Lingkungan (P2K3L)  

3) Pemantauan dan Pengukuran Keselamatan Kerja 

dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan  

4) Pedoman Pengecekkan APAR & Hydrant ; 

5) Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja Lingkungan ; 

6) Pedoman Tanggap Keadaan Darurat ; 

7) Alat Pelindung Diri ; 

8) Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan. 

 Seluruh dokumen SOP terkait K3 tersebut di atas 

disiapkan oleh EHS Head, diperiksa oleh Estate 

Manager dan disetujui oleh Director. 

 Terdapat SK Pembentukan Struktur Organisasi Panitia 
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Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 

dengan No. 026/PHK/DIR/XII/2017 yang ditetapkan di 

Batu Ampar pada tanggal 10 Desember 2017 dan 

ditandatangani/ disahkan oleh Ir. Riahman Sinaga 

selaku Direktur. 

 Terdapat SK Pembentukan Organisasi Brigade 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan No. 

SK.005/PHK/Dir/2019 yang ditetapkan di Batu Ampar 

pada tanggal 01 Agustus 2019 dan ditandatangani 

oleh Direktur Ir. Riahman Sinaga. 

2. 5.1.1.b Ketersediaan Peralatan K3 M  Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

Berdasarkan PerMenLHK No. 

P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 periode bulan 

Januari 2020 yang dibuat oleh HSE & Fire Division. 

Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang 

dimiliki antara lain : 

a) Jumlah regu (2 regu dengan 30 anggota dibantu 

MPA desa Beno Harapan & Mawai Indah) 

b) Perlengkapan personil (14 item) 

c) Peralatan tangan (9 item) 

d) Peralatan mekanis (12 item) 

e) Transportasi (4 item) 

f) Data dan komunikasi (5 item) 

g) Logistik (31 item). 

 Terdapat dokumen lembar distribusi (list serah 

terima) APD untuk karyawan PT Permata Hijau 

Khatulistiwa yang dibuat oleh Roni Rizali selaku 

Asisten EHS yaitu pada periode bulan Maret, Mei, 

Juli, Agustus, Desember Tahun 2019 dan Januari & 

Februari Tahun 2020. 

 Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan 

prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Permata Hijau 

Khatulistiwa, yaitu berupa : 

1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Hand 

Glove rubber, hand glove cotton, rubber boot, 

masker, eye protection clear (kacamata safety), 

apron, safety shoes (krushers), safety helmet 

yang telah dibagikan kepada karyawan sesuai 

dengan dokumen lembar distribusi APD pada 

Tahun 2019 dan 2020 ; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di 

pasang pada bangunan kantor ; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang 

berada di kantor; 

4. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan 

yang sakit dan ingin berobat. Pada klinik tersebut 

terdapat satu orang dokter dengan didampingi 2 
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orang tenaga paramedis.   

5. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan 

manual berupa pompa alkon beserta selangnya, 

serta peralatan tangan lainnya sebagai upaya 

untuk mempersiapkan penanggulangan dan 

pencegahan bahaya kebakaran hutan di areal 

kerja IUPHHK-HT PT Permata Hijau Khatulistiwa. 

6. Terdapat rambu-rambu peringatan K3 berupa 

papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang 

dilokasi Basecamp Eks BIE Estate Permata. 

3. 5.1.1.c Ketersediaan Peralatan K3 M Terdapat dokumen Monthly Report (laporan bulanan) yang 

dibuat setiap bulannya oleh HSE & Fire Division yaitu 

periode bulan Maret 2019 s/d Januari 2020. Pada laporan 

bulanan tersebut didalamnya memuat lembar dokumen 

Performance data Kecelakaan Kerja Tahun 2019 (Januari 

s.d Desember 2019) dan Tahun 2020 (sampai bulan 

Januari 2020) yang dibuat oleh Asisten EHS (Roni Rizali) 

dan diperiksa oleh Asst. Kep. HSE & Fire (Deny Irawan) 

serta diketahui oleh Estate Manager (Yudiana). 

Berdasarkan laporan tersebut terdapat informasi catatan 

kecelakaan kerja dengan total 6 kejadian dan tidak terdapat 

kecelakaan kerja dengan kategori fatality. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat 

kecelakaan kerja antara lain : 

 Kegiatan Morning Breefing yang dilaksanakan setiap 

pagi sebelum jam kerja pada hari Senin dan Kamis. 

 Kegiatan Safety Talk & Health Talk yang dilaksanakan 

setiap hari Jum’at di Camp Eks BIE Estate Permata. 

 Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 

seperti helm/topi safety, sarung tangan, masker dan 

APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan.  

 Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan 

K3 yang dipasang pada tempat-tempat yang 

strategis. 

 Induksi kepada karyawan, kontraktor dan tamu yang 

datang/ kunjungan ke estate dalam rangka kerja. 

4. 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja 

M Pada periode audit, diketahui bahwa di lingkungan 

karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa masih belum 

terbentuk/tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan 

telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan 

berkumpul bagi karyawan.  Dalam hal ini telah dibuktikan 

dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau 

Khatulistiwa, Nomor: 01/HR/PHK/II/2018 tanggal 02 Januari 

2018 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan 

Serikat Pekerja.  Surat Keputusan ditandatangani oleh 

Pimpinan Perusaaan; Riahman Sinaga sebagai Direktur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan 

PT Permata Hijau Khatulistiwa diperoleh informasi bahwa 

mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat 
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dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran 

tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang 

berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja 

dilingkungan mereka. 

5. 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB 

atau PP 

M Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT 

Permata Hijau Khatulistiwa periode 2018 – 2020 (Nomor 

dokumen: PHK-HRD-NF-001(B)) dan telah mendapatkan 

pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/1253/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2018 tentang Pengesahan Peraturan 

Perusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa, tanggal 8 Maret 

2018. 

6. 5.2.3 Pekerja yang masih dibawah 

umur 

M PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak mempekerjakan 

karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama 

Ripal Ahmad Fauzi dengan jabatan sebagai Mandor PQA 

yang lahir di Cianjur pada tanggal 12 Februari 2000 dan 

pada saat audit berusia 18 Tahun 1 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






